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ABSTRAK

Nama : Toto Hari Saputra

Program Studi ; Pasca sarjana

Judul ¢ Dampak Perlakuan Perpajakan dan Kepaheanan terhadap Bidang
Usaha Minyak dan Gas Bumi Sectelah Berlakunya Undang-
Undang Nomer 22 Tahun 2601 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Tesis ini membahas mengenst dampak perlakuken. perpajakan dan
kepabeanan terbadap bidang usaha owisyak dan pas bumi, khususnya setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2001 tentang Minyak dan Gas
Burai. Penelitian inl adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Pclaksana Migas dan
Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral, perla terlebih dahulu memahami
ketentuan-ketentuan terkait antara’ lgin ketentuan 41 bidang pempajaken dan
kepabeanan, kehutanan, lingkomsn hidup dan lain scbagaimanys schipggs
penyusunan komtrak di bidang inigas lebih selaras dengan UU Migas dan
peraturdn. perundangan lain yang terkeit. Mengingat kontrak di bidang migas
terkandung unswr penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangkaywakin lama,
dan berpengaruh pads keuangen negara dalam jangke panjang, Pemerintah perlu
membentuk suatu tim, yane solid (bersifat ad hoc ataupun.antar deparicmen}
dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji secara komprehensit (baik dari
aspek penerimaan migas, pajak, kehutanan, lingkungan hidip dan scbagainya)
kebijakan di bidang usaha migas dalam sangka menyusun kontrek bake di bidaog
migas dengan tetap memperhatikan hal Kebijakan ekonomi vang akan ditempuh,

kepastian hukum serta memberikan wrofit bagi negara dan menarik bagi investor,
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ABSTRACT

Name : Toto Harl Saputra

Study Program: Post Graduate

Title : The Impact of the Taxation and Custom Regulation to the Oil
and Gas Industry since effectiveness of the Undang-Undang
tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of 2001)

The focus of this study is the impact of the taxatiomand custom regulation to the
oil and gas industry in Indenesia, since effectiveness of the. Undang-Undang
tentang Minyak, dan Gas Bumi {Law No, 22 of 2001} dated of November 23,
2001, This research 15 qualitative descriptive interpretive. The researcher suggest
that Badan Pelaksana Migas and the Ministry of Energy and Mineral Resources,
need to understand to the taxation and custom regulation, forestry regulation,
environment regulation, and other relating regulation, in crder to draft oil and gas
standard conirast-under the Undang-Undang teatang Minyak dan Gas Bumi {Law
No. 22 of 2001 and other relating reguiation.

Further, considering that ol and gas contract have a wide impact to the public
priority and state’s finance, Government require o build a team togescarch cil
and gas pelicy imorder to draft oil and gas standard contract that giveadvaniage to

the state and graw to invesior,
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BABI
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sehingga target pencapaiannya
senantiasa diharapkan secara maksimal guna mendukung roda pemerintaban dan
pembangunan nasional. Saat inl negara tidak lagi mengandalkan pada pinjaman
atau bantuan luar negeri dan lebih cenderung untuk menguranginya, mengingat
jumlah utang pegara vang telah relatif besar.

Kondisi terscbut di atas menyebabkan penerimaan pajak selalu dibarapkan
terjadi peningkatan dert tahun ke ishun, sehingga dapat menggantiken posisi
pinjaman dan bantuan Juar negeri dan dalam rangka mencapai upuan “AFBN
mandifi” yaitu papak secara mandirt dapat membiayal pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajiak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukat,
Departemen Keuangan sebagai umt yang mempunyai_tugas umtukemerumiskan
dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan serta
kepabeanan dan cukai sesual dengan kebijakansyang diterapkan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku, fiempunyai
komitmen untuk meélaksapakan jangkab-langkah stategis. puna  menjamin
penerimasn pajak, bea masuk, dancukai vang lebih baik,

Penerimaan perpajakan vang terdin dari paiak dalam negeri dan pajak
perdagangan internasional mengalami peningkatan rata-rata Z23% per fshun, yaitu
darl Rp280,9 triliun pada tshun 2004 menjadi Rp 4251 triliun dalam APBN
Perubahan Tahun 2006.2

Dalam masa pencepaian APBN mandiri, tidak dapat dipungkini bahwa

Pemerintah disamping mengandalkan penerimaan dari sektor pajak, juga

' Departemen Keusngan, Keputusan Menteri Kewangan fentang Organisasi Dan Tata
Kerja Depariemen Kenmsrom, Kepoen Kepangan No. 1317KME DIZ2006, ps, 338 dan ps. 630,

? Departemen Keuangan, Note Kenongan don Anggaran Pendapaten don Belonjo Negara
Tahun Anggaran Z007, Jakarta; 2007, hal, 22,

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH Ul, 2009 _ i
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mengharapkan adanya penerimaan dari sektor lain, seperti halnya dari penanaman
modal asing dan sektor minyak dan gas bumi {migas).

Terdapat tiga komponen penerimaan, perfama penerimaan yang berasal
dari pajak dan pungutan-pungutan. Kedua, pendapatan yang berasal dari gag dan
minyak bumi sebagat bagian dari pendapatan negara vang penting meskipun
masih sangat bergantung pada harga minyak dunia, kerigg adalah penerimaan
yang berasal dari bantuan luar negeri.?

Disamping ketiga komponen dimaksud terdapat beberapa kompone
penerimaan antara lain pendapatan yang berasal dari penerimaan sumber daya
alam non migas, hibah, dan/atau bagian lama dari badan usaha milik negara,

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan sumber days alam minyak
dan gas bumi mengalami kenatkan rata-rata 36,9%, vaito dari Rp 85,2 triliun pada
tahun 2604 menjadi Kp 159.8 friliun pada APBN Perubahan tahun 2006, Fakior-
faktor ckonomi vang secara signifikan mempengaruhi penenimaan sumber daya
alaen minyak dan gas bumi antera lain nilal tukar mipizh terhadap dolar Amerika
Serikal dan harga’ minyak mentah di pasar internasional. Pada sisi-laing realisasi
produksi//ifiing minyak mentah di Indonesia dalam periode yang sama justru
cenderang mengalami perrunan.’

Upaya peningkatan penerimaan dilakukan Pemeriniah denganmesempuh
berbagal gara, antara lain denganomelakukan peningkatan kepastian hukum di
bidang investasi dan perpajakan. Pada bidang investasi, pada fahun 2006 telah
diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penspanaman
Modal®, sedangkan pada bidang migas, upaya tersebut felah dilakukan pada
beberapa tahun vang lala vaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan'Gas Bumi®,

Pada bidang perpajakan, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubaban Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

* Gunarto Schardi, Peranan Hukum dolam Pembangunan Ekononi, cet2, Yogyakaria
Penerbitan Universitas Atmajays, 2882, hal 45,
* ibid, bal. 46.

* Indonesia, Undang-Undang twitang Penananaman Modal, UU Ne. 25 Tahun 2007, LN
No. 67 Tahun 2007, TLN. Me, 4724,

¢ Indonesia, Undang-Undang temtang Minyek dan Gas B, LN No. 136 Tehon 2801,
TLN. Na. 4152,

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH L{j 2009 indonesia




3
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan7 dan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
19838, sedangkan di bidang kepabeanan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanang.

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima
kwalitas: “stability”, "predictability”, “fairness”, "education”, dan kemampuan
profesi hukum yang meningkat.'?

Adanya tuntutan peningkatan penerimaan dari berbagai sektor atau bidang
tersebut dalam APBN, mendorong Pemerintah untuk memberikan perlakuan atau
kebijakan yang kondusif terhadap sektor-sektor yang ada, seperti halnya kegiatan
usaha di bidang migas.

Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan
statistik perminyakan, produksi dalam negeri pada tahun 1999 mencapai 1,496
juta barrel per hari (bph), pada tahun 2002 jumlahnya menurun menjadi 1,249 juta
bph, pada tahun-2004 jumlahnya semakin menciut hingga 1,098 jutasbph, dan
pada tahun 2006 menjadi 1 juta bph. Akhimnya, pada tahun 2007 hanya 950.ribu
barre]l per hari. Untuk mengantisipasi harga minyak yang semakin mahal, perlu
penerapan-kebijakan fiskal yang rasional. Langkah itu dilakukan untuk jangka
panjang, dan_pengelolaan sumber.daya. migas dilakukan secara bisnis.dengan
mengamandemen UU Migasi"!

Pengamat minyak dan gas bumi Widjatmiko dan Kurtubi menyatakan

bahwa sesungguhnya investor lebih mendambakan adanya kepastian

hukum dan sistém perpajakan yang lebih kondusif di sektor migas

? Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN No. 85 Tabun 2007, TLN.
No. 4740.

¥ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, LN No. 133 Tahun 2008, TLN. No. 4893.

? Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, LN No. 93, TLN. No. 4661.

'° Erman Rajagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi:
Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 1997. hal. 10.

"' Kurtubi, U Migas Bikin Investasi Berbelit-belit. 2007. 30 Nov. 2008
<http://economic.okezone.com/index. php/Readstory>.
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ketimbang memperbesar bagian KPS, Investor sulit masuk ke sektor ini
dikarenakan kendala utama yakni ketidakpastian hukum dan tidak
kondusifnya sistem perpajakan. Widjatmiko dan Kurtubi merujuk pada
sejumiah survei yang dilakukan, yang mengatakan bahwa Indonesia tidak
terlalu menarik, bahkan jika dibandingkan Vietnam dan Malaysia, Padahal
dart segi potensi sumber migas, Indonesia termasvk unggul Jadi
masalahnya bukan pada pola bagi hasil atau scherapa besar porsi untuk
investor, namun andars lain lebih kepada masalah Korupsi, Kolusi,
Nepotisme {KKN), dan perpajakan.”
Karenanya, di samping upaya penghematan energl, pemerintah periu
melakukan kebijakan investasi dan pajak yang kondusif serta membegikan insentif

agar dapat menarik investasi di sektor energi khiususnya minyak dan gas bumi.”

2. PEMBATASAN MASALAH

Penyelenggaraan  kegiatan eksplorasi 'dan eksploftasi  myigas juga
diharapkan menjadi salah satu peneriimaan APBN dap/atau APBD, yang antera
lain dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara Bukan Pajak
{PNBP).

Penerimaan perpaiekan terdiri dant (1) pajsk-paink  (seperti pajak
penghasilan badan dan Branch Prefit Tax), (i1) bea masuk dan pungutandain alas
impor dan cukal, dan (i) peigk deserah dan refribusivdacrah. Peverimaan
perpajakan dalam bentuk pajek daerab dan retribusi daerahiakan digupnakan untuk
membiayar penvelenggaraan pemerintahan daersh dan pembangunan daerah,

Kegiatun usaha bidang migas, terbagl dalam beberapa periode, antara lain
pertama, periode sebagaimana digtur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp.
Tahun 1960 vang tertuang dalam Perjanjian Karya atau biasa dikenal dengan
sebutan Kontrak Karya (sampat dengan tahun 1993), kedua periode setelah {ahun
1993 yang dituangkan dalam kontrak production sharing hinggs tahun 2001,
ketiga periode setelah berlakunya UU Migas.

12y
ibid, hald
P Pomomo Yusgianforo, fudonesia Bores Mengonsumsi Energi. 2007, 30 Nov,
2008 <hftp/fwww. sinarharapen. oo, kibedta it
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Mengmgat sangat luasnya aspek perpajakan dan kepabeanan torhadap
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dalam tesis ini penulis membatasi penulisan
schatas pada dampak perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang
usaha migas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, dan hanya menyangkut pajak pusat (Pajak Penghasilan
dan Pajak Pertambahan Nilai) dan bea masuk.

3. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, Penulis dapat
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah periakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang usaha
minyak dan gas bumi setelah berlakunya Undarg-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pengarubnya terhadap kegiatan usaha
minyak dan gas bumi di-dndonesia?

2) Mengapa perlakuan perpajakan dan kepabeanan tersebut belom  cukup
memberikan kepastian-hukum bagi kegiatan usaha di bidang usaha minyak
dan gas bumi yang berjangka waktu relatif lama dan bagaimanakah

implikasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?
4. TUJUAN PENELITIAN

Dalam sebuah _penelitiang'setelah ~ pesmasalahan pokok ditenfukan
selanjutnya dapat dirumuskan tujuan vang ingin dicapai.dalam penelitian,
Memperhatikan masalah pokok yang diangkat, maka tuivan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1} Mengkajl secara komprehensif dan meéndalam mengenai dampak perlakuan
perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang usaha miryak dan gas bumi
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahon 2001.

2} Mengetahui apakah perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap kegiatan
usaha minyak dan gas bumi telah sejalan dengan semangatl pembentukan UU
Migas.

3} Mengetahui perbedaan perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang
usaha minyak dan gas bumi sebelum dan setelah berlakunya UU Migas.

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH Ul, 2009 | .
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4) Mengetahui mengapa perlakuan perpajakan dan kepabeanan .tersebut belum

S*

cukup memberikan kepastian hukum bagi kegiafan usaha minyak dan gas
bumi, dan implikasinya terhadap APBN.

KEGUNAAN PENELITIAN

Setiap penclitian vang dilakukan tentu diharapkan akan mempunyai

kegunaan dari hasil vang diperoleh. Kegunaan penelitian diperoleh setelah tujuan

penelitian tercapai. Jadi kegunaan penelitian merupakan harapan yang diinginkan

oleh penelii dari tujuaps penclitian sesuai dengan. pihak-pihak vang akan

memanfastkannya. Kegunaan penelitian ini adalah:

1} Kegunaanbagi Penulis

2)

3)

Penelinan i adalah merupakan tugss akhir sebagai salah satu syarat unfuk
memperoieh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum FBkosomi
Pascasarjana Universitas Indonesia. Selain hal tersebut, bagi Penulis penelitian
ini adatah upaya proses pemikirar yang sistematis sesuai katdah keilmuan dan
mengetall manfaat dan kelemahan dari suaiu kebijakan terbadap bidang
usaha tertentu;

Kegunaan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan| Direkiorat Jenderal Bea dan
Cukai

Hasil ‘penelitian ini dibarapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk
merumuskan perbaikan  dalam penyusunan  kebijakan . perpajakan dan
kepabeanan khususnya perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang
usaha sminyak dan gas bumi, sehingga kebijakan vang dikcluarkan dapat

mermberikan manfaal bagl negara dan masyarakat nas.

Kegunaan bagt Perkembangan [imu Pengetabuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan diskusi
tentang dampak perlakoan perpajaken dan kepabeanan terhadap bidang usaha
minyak dan gas bumi, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang tertarik

pads fema yang sama.

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH Ul, 2009
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6. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPSIONAL

P.J.A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang
oleh yang wajib membayamya menurut peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah
unfuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.'

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa fungsi pajak adalah sebagai
salah satu sumber pemasukan bagi negara (fungsi budgefair) dan fungsi mengatur
(regular) yang berguna sebagai alat negara untuk mengatur dan melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 diatur bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan
berdasarkan Undang-undang.®

Sedangkan dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan
adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. o

Sebagai_pelaksanaan-ketentuan Pasal 23 ayat (2)-Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia antara lain telah diterbitkan beberapa undang-undang,
yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun-1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

" Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hnu Hukim Pajak. Bandung: Refika Aditama, 2003,
hal. 2.
® Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, ps. 23 ayat (2).
'® Ibid. ps. 33 ayat (3) dan ayat (4).
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{UU PPN dan PPnBM]}, feempat Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1995 tentang
Kepabeanan scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006,

Sejalan dengan reformasi di bidang perpajakan secara berkesinambungan,
saat ini Pemerintah dan DPR-RI sedang dalam tahap melakukan perubahan
keempat atas UU PPN dan PPnBM, vang diharapkan dapat diberlakukan pada
pertengahan tahun 2009,

Kewenangan negara untuk mengenakan pajak kepada masgyarakat
merupakan salab satu bentuk kekuasaan negara. Dalam kepustakaan Hru negara,
asal-usul kekuasaan’ negara selalu dihubungkan dengan cori  kedaulatan
{sovereignity atau souvereniteif).”

Sesuni teon kewajiban pajak mutlak atau teori bakil. yang mendasarkan
atas pahadty argenische sfaafleer, justry karena sifat pegara maka timbullah hak
mutlak unfuk memungit pajak,”

Sedangkan dalam feori laln mengena) kekuasaan, disamping negara dapat
menguasal orang (individugly) juga dapatl menguasai sumber daya alam atau

kekayaan (ings).”

Dasar teoritis sumber kekuasaan yang demikian, menurt Van Vollenhoven
sebagaimana ditulis oleh Notonagore ialah nepgara sebagal organisasi
tertinggi dari bangsa yang diberi kekuassan untuk mengatur sogala-galanya
dan negara berdasarkan Kkedudukanmya memiliki “kewenangan untuk

membuat peraturan ikom. >

Hukum pajak _adalah sebagian dari hukum publik, dan in adalah bagian
dari tata tertib hukum yang mengstur hubungan anfara penguasa dengan
warganya. Hukum pajak merupaken apak bagian dari hukum administratif,
sekalipun terdapat ahli vang menghendaki {antara lain Prof. Adriany) agar bukum

pajak diberikan tempat tersendin disamping hukum administratif, karena hukum

¥ abrar Saleng, oy Pertgmbangen, cel. H, Yogyakaria: Ul Pross, 2007, bal 7
mengutip teori yang momberi dasar hukum bagi kekuasaan negara vang dikemukskan oleh
Thomas Hobbes, Joho Locke, dan 15 Roussean,

* Santoso Brotoditardio, ep.cit, hal 35.

Y thid. hal. §.

* 1bid, hal. 7, mengutip Notomagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di
Indongsia,
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pajak juga mempunyai tugas yang sifatnya berlainan daripada hukum
administratif pada umumnya, yaitu dipergunakan sebagai alat untuk menentukan
politik perekonomian.z'

Adam Smith, dalam bukunya Wealth of Nations yang terkenal diseluruh
dunia memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil, harus
memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu “equalify” dan “equity” atau kesamaan dan
keadilan, “certanty” atau kepastian hukum, “convinience of payment” atau
dipungut pada saat yang tepat, “economicief collection” atau biaya pemungutan
yang relatif kecil. Keempat pedoman ini disebut.'the four canons of Adam
Smith”, sering juga disebut “the four maxims”.”

Sebagaij pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada bidang usaha minyak dan gas
bumi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (UU Migas). UU Migas antara’lain menggantikan Undang<Undang
Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara (UU Pertamina).

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia sebagai dasar hak penguasaan negara mengatur tentang.dasar-dasar
sistem perekonomian dan kegiatan perekenomian yang dikehendaki dalam negara
Indonesia, namun demikian Ketentuan terscbut bukan sebagai.sesuatu yang berdiri
sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial.”

Dalam menyusun penelitian hukum normatif, sosiologis atau empiris,
dimungkinkan bagi “penulis untuk / menyusurn. kerangka konsepsionil yang
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka
konsepsionil tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat

dijadikan pedoman operasionil di dalam proses pengumpulan, pengolahan,

analisa, dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam penelitian ini adalah:

*!' R. Santoso Brotodihardjo, op.cit., hal. I0.
22 Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: Refika Aditama, [998. hal.

X Abrar Saleng, op.cit. hal. 16.
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4

3)

6}

i0
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
ateu badan vang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsunp dan digunakan untuk keperiuan negara
bagi sebesar-besamnya kemakmuran rakyat.**
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajsk,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesunai dengan ketentvan peraturan penmdang-undangan
perpajakan.®®
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesstuan
baik yang melakukan uwsaha maupun yang tidak melakukan usaha vang
meliputi persefoan terbatas, perseroan kemanditer, perserean lainnya, badan
usaha mitik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama den dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkurnpulan, yayasan, organisasi. massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi-kolektif dan bentuk usaha tetap.za_
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspors barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang
tidak - berwajud dari luar daerah pabean; melakukan uszha jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean,”
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukanpenyerahan Barang
Kena Pajak danfatau penyerahan Jasz Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan  Undang-Urdarg ' Pajak = Perfambahan  Nilai 1984  dan
pembahannya.zg
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temnperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk

aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen vang diperoleh dari proses

* Indonesia, Undang-Undang tentang Perubaharn Ketiga alas Undang-Undung Nomor 6

Tabimn 1983 tentang Ketertnan Unum dan Tara Cora Perpajaken. opgit. ps. 1. angka 1.

% Tbid. ps. i.angka 2.
3% pe o

thid. ps. | angka 3.
7 thid. ps. 1 angka 4.
% thid, ps. | angka 5.
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penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain
yang berbentuk padat yang diperoleh darl kegiatan yang tidak berkaitan
depgan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ®

73 Gass Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses
nepambangan Minyak dan Gas Bumi.”®

8) Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepads
Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.”’

9} Kegiatan Usaha Hulu adalalvkegiatan usaha yang berintikan atsu bertumpu
pads kegiatan usaha Eksplorasi dan Ekspioiiasi."’?'

10} Eksplorast adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh mformasi mengenal
kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan
Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja vang ditentukan.”

11} Eksploftasi adalah rangkaian kegiaian yang bertujuan untuk menghasilkan
Minvak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja vang ditentukan, yang terdiri atas
pengeboran _dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan,
penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan
(ras Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.™

12) Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kentrak kerja
sama - _lain_sdalam kegiatan Eksplorasi .dan Eksploitasi yyang . lebih
menguntupgken Negara danhasilnya  dipergunakan, untuk ‘sebesar-besar

kemakmuran rakvai’®
7. METODE PENELITIAN

Scbelum  scbuah penclitian dilakukan, 'maka terlebih dahulu harus
dirancang sualu desain penelitian agar dapat memperoleh data yang benar dari

sumber vang scharusnya dan dianalisis dengan teknik vang fepat. Penelitian int

¥ Indonesia, Undong-Undang fentang Minyak dan Gas Bumi. op.cit. ps. | angka 1.
* i ps. 1 angka 2.

* Ihid. ps. 1 angka 5.

* fhid. ps. ] angka 7.

* hid. ps. 1 angka 8.

* fid. ps. 1 angka 9.

** thid ps. 1 angka 19,
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menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang
dimaksud dengan metode deskriptif adalah sebagai berikut*®

D

2)

3

“Penelitian vang bertujuen untuk melukiskan fakia atau kondisi populasi
tertentu atan bidang tertentu secara fakinal dan cermat atau untuk membuat
diskripsi atau lukisan secara sisfematis, faktual dan akurat mengenal fakis-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”

Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu
dengan mempelajari-dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum
positif, serta perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan bidang
perpajakan dan kepabeanan yang berlaku dari bahan-baban perpustakaan.

Teknik Penguinpulan Data

Studi dokumentasi adalah tekmk pengumpulan data_yang tidak Jangsung

ditujukan kepada subyek penclitian, namun melalui dokumen. Btudi

kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dan menelaah literatur-literatur

yang berkailan dengan masalah yang dibahas dan mempelgjari dokumen yang

berkaitan dengan masalah penclitian. Pengumpulan data yang skan didakukan

medalui data kepustakaan vaitu melalui:

a. bahan bukum primer berupa perundang-undangan:

b. bahamhukum sekunder benipa buku pustaka, majalah, jursaldan hasil
penelitian;

¢. bahan hukum tersier kamus hukom, kamus bahasa dan ariikel-ariikel
media cetak.

Behan-bahan tersebut kemudian dikiasifikasikan dan dicatat secara rinci,

sistematis dan terarah, kemudian dilakukan, interpretasi dan konstruksi

hukum.
Analisg Data

Langkah penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah menganalisa

data., Analisis data dilakukan oleh scorang peneliti untuk menjawab

30.

3¢ salaluidin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi. Jakana: Remaja Karva, 1983, hal.
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permasalahan pokok yang ada melalui data-data dan informasi yang didapat
pada saat penelitian dilakukan.
Pendapat Patton yang dikutip oleh MoleongTJT mendefinisikan analisa data
adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola,
kategori, dan uraian dasar.” Moleong menambahkan pendapat Patton schingga
selengkapnya menyatakan bahwa analisis data adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan.tema dan dapat dirumuskan hipotesa
kerja seperti yang disarankan-oleh data.

Ada 2 (dua) bentuk analisis data, yaitu sebagai berikut:

1) Analisis -Kuantitatif, yaitu analisis yang mempergunakan alat analisis
bersifat kuantitatif. Alat analisis yang bersifat kuantitatif adalah alat
analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika,
model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam’ bentuk
angka-angka yanp kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu
uraian.

2)| Analisis Kualitatif, yaitw analisis yang® tidak menggunakan madel
matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu
lainnya..Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknis,pengolahan
datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal im_sgkedar
membaca tabel-tabel, grafik-grafik atauangka-angka yang.tersedia,
kemudian melakukan uraian atawpenafsiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, metode analisis data yang digunakan
oleh peneliti dalam menyusun tesis ini jyaitu dengan menggunakan metode analisis
deskriptif kualitatif. Penelitian’ ini 'digunakan untuk memperoleh gambaran
mengenal perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap kegiatan usaha di

bidang minyak dan gas bumi setelah berlakunya UU Migas.

7 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
hal, 103.
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BARBII
HUKUM PAJAK DAN KEGIATAN USAHA
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

1. HUKUM PAJAK, PENGERTIAN DAN DEFINISI PAJAK, PAJAK
PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN BEA
MASUK

1.1 Hukum Pajak

Hukumn pajak yang disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan Pemerintah untuk mengambil
kekayaan sescorang dan menyerahkannya kembali kepada ‘masyarakat (warga
negara) melalot kas negara. Dari definisi atav batasan hukum pajak tersebut,
tercerrin bahwa. hukum pajak merupekan bagian dard hukum -publiky yang
mengatur hubungan hukom antara nogara dan orang atauw badan hukum, yang

berkewajiban membayar pajak {yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak),

Karena pajsk mempunyal sifat “mengambil™ kekayaan seseorang, agar
supaya peralihan kekayzan tersebut tidak dikatakan sebagai tindakan' vang
melanggar  hukum _afagpun  pemberian - hadigh  secara, sukarela, maka
dipersyaratkan bahwa “sebelum dibeflakukan. pajaks terlebih  dahuiu harus

mendapatkan perseétujuan dari rakyat.

Di Indonesia, dasar hukunt pajek dicantumkan dalam ketentuan Pasal 23
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indenesia Tahun 1945 yang
dinyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-
undang”. Pada tahun 2001, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 diamandemen untuk yang ketiga kalinya.

Dalam amandemen ketiga tersebut, redaksional dasar hukum pengenaan
pajek dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diubah menjadi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

Negara diatur dengan undang-undang.”
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Meskipun redaksional kedua ketentuan tersebut tidak terjadi perubahan

secara signifikan, namun demikian pada dasarnya terdapat perubahan makna
antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
amandemen ketipa.

Dari aspek yuridis frase “...berdasarkan ...” dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan bahwa pengenaan pajak
adalah mendasarkan pada undang-undang atau berdasarkan pada peraturan
perundangan dibawahnya sepanjang undang-undang.dimaksud terdapat ketentuan
yang mendelegasikankepada peraturan perundangan dibawahnya tersebut.

Sedangkan’ frasa “... dengan ...” dalam dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga, berarti bahwa
pengenaan pajak. tersebut harus dengan undang-undang. Dengan kata lain,
menutup kemungkinan kepada undang-undang dimaksud untuk mendelegasikan
kewenangan tersebut kepada peraturan perundangan di bawahnya.

Dengan__penyempurnaan dimaksud, ;Undang-Undang Dasar..Negara
Republik IndonesiasTahun 1945 setelah amandemen ketiga Iebih memberikan
kepastian hukum kepada fiskus dan mesyarakat, khususnya dalam hal Pemerintah

akan menetapkan objek pajak baru.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, merupakan bentuk kewenangan negara Indonesia untuk
mengenakan pajak kepada masyarakatnya sebagai salah satu bentuk kekuasaan
negara. Dalam hal ini, kedaulatan negara Indonesia untuk membentuk hukum
khususnya di hukum bidang pajak; yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-
Undang dan peraturan pelaksanaannya  selaras dengan pemikiran yang
disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa negara sebagai suatu badan hukum
disamping memiliki hak dan kewajiban juga mempunyai kekuasaan untuk

membentuk hukum.

Dalam hukum pajak terdapat pembedaan jenis-jenis pajak, yang umumnya
ditentukan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang melekat pada setiap jenis pajak, dan
jenis pajak yang mempunyai ciri yang sama dimasukkan dalam suatu kelompok.

Pembedaan atau pengelompokan pajak ini berfungsi untuk memudahkan dalam
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proses admingtrasi di lapangan dan penerapan prinsip yang menjadi dasar
pemungutan suatu pajak.

Menurut Brotodihardjo®®, pembagian pajak menurut cirinya adalah sebagai
berikut:
a. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
b, Pajek Langsung dan Pajak Tidak Langsung;
Uhrunan dan Pajsk Umum;
d. Pajak Umum dan Pajak Daeraly

15

Untuk lebih memabami maksud dan pembedaan antara masing-masing
jemis pajak, penulis periu menjelackan pengeriian masing-masing jenis pajak.
Menurut Brotodihardic™, pajak subjektif adalah:

“Pajak yang memperhatikan pertama-tama keadzan pribadi Wajib Pajak,
untuk menetapkan pajalnya harus ditemukan alasan-alasan yang ohjekiif
vang berhubungan esat denpan keadaan materialnya, yaitu yang discbut
gaya pikulnya. Dalam pada itu, tidak mutlak dipersoatkan fakior manakah
vang menentukan gaya pikul tersebut, apakah pendapatan ataupun kekayaan
sescorang bahkan barangkali keduanya, disamping pula masih ada faktor-

faktor lainnya.”

Jenis-jenis pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak dimaksud diawali
dengan objek pajaknya, digolongkan scbagai Pajak Obicktif. Artinva Qbjek Pajak
merupakan syarat pefentt/Otama téfutang pajale atau udak ferutangnya pajak
sedangkan subjek pajak hanyalsh merupakan syarat pendukung sebapai pihak
yang berfanggung jawab atas terutangnya pajak.

Penggolongan dalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung adalah
ditinjau dari administrasi pemungutan dan pembebanan, Disebut Pajak Langsung
karena  administrasi  pemungutannys  dilakukan  secara  periodik dan
pembebanannyg langsung kepada pihak vang bersangkutan tanpa dapat dialihkan
ke pihak lain. Pajsk Tidsk Langsung mempunyai sifat bahwa pembebanan
pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain (dalam hal inl konsumen} melalui
penambahan patak pada harge jual atau perolehan.

% Santoso Brotedihardje, op.cit., hal, 73.
# 1hid., hal. 74.

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH L{.ll'n%\gg%itas Indonesia



17
Sedangkan adanya penggolongan Pajak Negara dan Pajak Daerah adalah
ditinjau dari pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan pemungutan
pajak. Pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah
pusat disebut dengan Pajak Negara atau Pajak Pusat. Sedangkan untuk Pajak
Daerah, pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan adalah Pemerintah
daerah (dalam hal ini Pemerintah daerah otonom, baik pada Daerah Tingkat I
maupun Daerah Tingkat II).

1.2 Pengertian dan Definisi Pajak

Meskipun masyarakat telah seringkali mendengar istilah pajak, namun
pemahaman masyarakat mengenai istilah pajak 'dapat beraneka ragam, secara
umum mereka beranggapan bahwa semua jenis pungutan adalah pajak. Untuk ifu,
perlu dijelaskan terlebih dahulu apa definisi pajak dari para ahli. Soemitro

memberikan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah
berdasarkan Undang-Undang  yang dapat dipaksakan dengan tiada
mendapat imbalan (tegen prestatie), yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang-digunakan
sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk meheapaistujuan

yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Menurut Musgiave yang dikutip oleh Mansury*! memberikan pengertian
pajak dengan cara memberikan perbedaan antara pajak dan pungutan dengan

pinjaman sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan
timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman
merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji

pemerintah untuk membayar kembali di masa mendatang serta untuk

* Rochmat Soemitro, op.cit, hal. 12.

*'" R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak Atas Penghasilan, cet.1, Jakarta : Penerbit
YP4, 2000, hal. 3.
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membayar bunga selama periode pinjaman. Pajak merupakan suaiu
kewajiban sementara pungutan dan pinjaman lebih bersifat sukarela”

Sedangkan definisi pajak vang disampaikan Sommerfeld, Anderson, dan
Brock® adalah:

“A tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory
fransfer of resources from the privaie to the public sector, levied on the
basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of
egual volve, in order lo.gocomplish some of a nation’s economic and

social objectives.”

Dari beberapa pengerfian tersebut di atss, terkandung dua hal yang
mendasar vang melekat pada pajak, yaite tidak adanya timbal balik sccara
langsung dan Pemerintah dan pajak rmerupakan suatu kewajiban. Schingga, kedua
hal tersebut yaog membedakan pajak dengan pungutan {ainnya dan pinjaman.

Apabila definisi dari para ahli digabungkan, maka pengertian pajak
menurst Mansury ™ dapat dinyatakan scbagai furan keépada negara yang dapat
dipaksakan untuk dibayar  berdasarkan undang-undang vang. merupakan
pengalihan sumber daya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan
melakukan kegiatan pemerintah, guna niencapai sasaran sosial dan ekomomi
bangsa. Judisseno™ memberikan pengertian pajak secara bebas adalah scbagai

berikut;

“Pajak "adalah suatu kewajiban negara dan anggota masyarakat lainnya
untuk  membiayai..negara- /berupa . pembangunan.- nasional yang
pelaksanaannya diatur _dalam Undang-Undang dan peraturan —peraturan
untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan kata lain,
pengertian pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh
masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita

nikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu negara.”

¥ Ray M Sommerfeld et al., 40 Introduction to Taxation. New York: Harcourt Brace
Jovanich, 1983) hal. .

* R, Mapsury., Op.cit,, hal. 1.

' Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bismis, Jakarta: Gramedia Pustzka Litama,
1998, hal. 786,
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1.3 Pajak Penghasilan

Sebelum membahas secara lebih mendalam menpenai Pajak Penghasilan,
perlu disampaikan bahwa dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20608 (UU PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya
pajak dikenakan karena ada objeknya yakni yang telah memenuhi kriteria dan
telah ditetapkan dalam peraturan perpajaken. Sehingga sangat jelas bahwa apabila
tidak ada subjek pajaknyaymaka tidak dapat dikenakan PPh.*

Pengertian -subjek pajak adalah pihak (siapa) yang dikenakan pajak.
Termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang
belum terbagl sebaga satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Sesual ketentuan Pasal 2 ayat (i) UL PBh; mengator bahwa yang termasuk
Subick PPh adalah sebagai berikut:

1.3.1 " Orang Pribadi

Kedudukan grang pribadl sebagai Subiek Pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia ataspun di luar Indonesia. Omang pribadi tidak melibat
batasan umuedan juga jeniang sosial ekonomi, dengan kata Iain berlaky sama

untuk senwmg orang pribadi fwon discrimination).

1.3.2  Warisan vang Belum Tecbagi Seébagai Satu Kesatoan Mengaantikan
yang Berhak

Dalam hal ini, warisan yang belum tcrbagi sebagsi satu kesatuan
merupakan Subjek Pajak pengpanti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
waris. Penunjukan warisan tersebui dimaksudkan agar pajak penghasilan yang
berasal dari warisan tersebut tetap dapat dikenakan, demikian juga mengenai

tindakan penagiban selanjutnya.

¥ Erly Susndy, Hukum Pajek. Jakarta: Salemba Empat, 2000 hal 33,
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1.3.3 Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan
batk yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha vang meliputi Perseroan
terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
{BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisss
massa, Organisasi Sosial Politik, Organisilsi yang sejenis, Lembage, Dana
pensiun, Bentuk Usaha Tefap dan Bentuk Usaha Iainnya.

1.3.4 Bentuk Usaba Tetap

Bentuk Usaha Tetap {BUT} adslah bentuk usaha yang diperpunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan. pulub tiga) hari dalam jangka wakta (dua
belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak berfernpat kedudukan

di Indonesia unfuk menjalankan vusaha atzu melakukan kegiatan di Indonesia;

Keberadaan suatu BUT mengandung peagertian adanyva suaty fepipat
usaha (place of business) yaitu {asilitas yang dapat berupa tanah dan gedung
termasutk juga mesiremiesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifaitetap
{permanen) dan digonakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
dari orang pribadi yang tidak beriempat inggal atau badan yang tidak didirikan
dan tidak bertenmpat¥edudukan di Indonesia.

Pengertran BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen
yang kedudukannyz tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi
atau badan yang tidek bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di

Indonesia. Dengan demikian, BUT dapat berupa:

tempat kedudukan manajemen;

4.
b. cabang perusshaan;

¢. kantor perwakilan
d. gedung kantor;

e. pabrik;

f.  bengkel;

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH ULIJ’ 2009




21

g perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

h.  proyek konstrulesi, instalasi, atau proyek perakitan;

i.  pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawal atau oleh orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12
{dua belas) bulan;

j.  orang atau badan yang berlindak sclaku agen yang kedudukannya nidak
bebas;

k. agen atan pegawal dar peruszhan@stransi yvang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan, divIndonesia yang menerima premi asuransi atan
menanggung risiko di Indonesia.

Indonesia menganut asas domisili dalam menentukan status Wajib Pajak

(orang pribadi atan badan untuk tujuan perpajakanftax purpose). Sesuai ketentuan

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh Subjek Pajak dibedakan dalam 2 (duaj jenis

yakni perfama, Subjek Pajaledalam negeri dan kedua, Subjek Pajak lugr negerl.

Pembedaan kedua jenis Subjek Pajak tersebut karena menyangkut
perlakuan pajaknya, sepertivtarif dan pengenaan jenisipenghasilan. Kedua jenis

Subiek Pajak tersebut dapat divratkan sebagai berikut.
I} Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksug dengan Subjek Pajak dalam negert adaiah Subjek

Pajak yang sccara {isik_berada, berfernpat tinggal atau betempat kedudukan di

Indonesia. Hal tersebui teroermin dalam Ketentuan sebagal berikut:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau oragg pribadi yang
berada di Indonesia lebify dart 183 {(seratus’ delapan pulal 1igas) hari dalam
fangka waktu 12 (Jdua belssybulan, Atau juga orang pribadi yang dalam suafu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia,

b, Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

¢. Warisan yang belum terbagi sebagal satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2) Subjek Pajak Luar Negeri

Pengertian Subjek Pajak luar negeri diatur dalam Pasal 2 ayat (4} UU PPh,
yaitu sebagai berikut:
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Qrang pribadi yang tidak bertempat finggal di Indonesia atau berada di
Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tipa) hari dalam jangka
waktu 12 {(dus belas] bulan, dan badan vang tidak didirikan dan tidak
bertermpat kedudukan di Indonesia vang menjalankan usaha atau melakukan
kegiastan melalui BUT di Indonesia.
Grang pribadi yang tidak berfempat tinggal di Indonesia atau berads di
Indonesia kurang dari 183 {seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 {dua belas) bulan, dan/'badan veng tidak didirikan dan tidak
hertempat kedudukan di Indonesta yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dard Indenesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalul suatu BUT.

Ketenfuan mengenai. Subjek Pajak luar negeri apabila disarikan adalah

sebeagai berikut:

1y Bagr badan. yang didinkan (incorporafion) atauberkedudukan feffective

2)

management) i luar negeri diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri.
Badan yang “didirikandiluar negeri” dimaksudkan bahwa perusahaan tersebut
berbadan hukum di luar negeris Sedangkan “berkedudukan di_luar negeri™
adelah tempat manajemen pengambil keputusan strategis berada.

Subjek pajak uar negeri badan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu
pertamay BUT yaitu subjek pajsk yang menjalankan kegiatan atau usaha
melalui bentok usaha ietap (permaneni establishment), dap kedua, Non BUT
yaitu Subjek Pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan alau usabanys tidak
melalul bentuk usaha tetap.

L4 Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum  membicarakan secara lebih mendalam  mengeoat  Pajek

Pertambahan Nilai (PPN}, perlu disampaikan bahwa landasan hukum pemunguian
PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 schagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN}

PPN dan PPnBM merupakan golongan pajak objektif, yang mana

timbulnya kewajiban PPN dan PPnBM dimaksud diawali dengan objeknya.

Axtinya Objek PPN dan PPnBM merupakan syarat penentu/utama terutang pajak
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atau tidak terutangnya pajak sedangkan subjek pajak hanyalsh merupakan syarat
pendukung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terutangnya pajak.
Sejak diberlakukannya UU PPN, prinsip pemungetan PPN adalah
menggunakan Paiak Kelvaran-Pajak Masukan (PK-PM). Pajzk Keluaran (PK)
adalab PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Paigk (PKP) saat melakukan
transaksi penjualan {baik barang maupun jasa). Sedangkan Pajak Masukan (PM)
adalah PPN yang dikenakan kepada PKP saat melakukan transaksi pembelian.
Dalarn setiap bulan, PKP akan melaporkan seluruh jumlah PK dan PM-
nya. Apabila jumiah PK-nya lebih besar daripade PM-nya menimbulkan
kekurangan PPN vang harus disetor ke kas negara. Demikian sebaliknya, apabila
Jumlah PK-nya lebik kecil dan PMenya zkan mengakibatkan  kelebthan
pembayaran| PPN yang dapat direstitusi  (dimintakan kembali) atau
dikompensasikan ke bolan berikutnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PPN diatur babwa PPN dikenakan atas:
a. penyerahan I3arang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean vang dilakukan gleh
Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

¢. penyerahan Jasa Kena Pajak di datam Daerah Pabean vang dilakukan oleh
Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Dacrab Pabean di
dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaaianJasa Kena Pajak dari luar Daesah Pabean di dalam Daerah
Pabean; atau

f.  ekspor Barang Kena Pajak olch Pengusaha Kena Pajak..
1.5 Bea Masuk

Dasar hukum pengenaan Bea Masuk adalah Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UL Kepabeanan). Berdasarkan ketentuan Pasal |
angka 15 UU Kepeheanan, diatur bahwa yang dimaksud dengan Bea Masuk
adalah pungutan negara berdasarkan UJU Kepabeanan yang dikenakan terhadap

barang yang di impor.
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Sedangkan impor sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 didefinisikan sebagai
kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah
wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang
udara di afasnya, seria tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan
landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanan,

Dalam 1) Kepabeanan dianggap sebagai impor, apabila barang yang
dibawa oleh sargna pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya
diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dan pembayaran bea masuk.

Terhadap harangsbarang yang diimpor dilakukan pemeriksaan pabean,
yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (secara selekiif).
Pemeriksaan ‘secara selektif adalah dengan mempertimbangkan risiko yang
melekat pada barang dan importir. Selektif dalam arii bahwa pemeriksaan fisik
dilaksanakan  setelah  membuat svatu analisis risiko, apakah barang yang

ditmporfekspor termasuk ke dalam kategori ristko tinggi atan hi-risk.

2. KEGIATAN USAHA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

2.1 Benfuk-benfuk Kerjasama dalam rangka Kegiatan Usaha di Bidang
Minyak dan Gas Bumi

Mengingat keterbatasan pembiayaan/pendanaan dan modal, temaga ahli,
serta faktor pencarian’ migas yang mempumyai risiko, sapgat finggi, untuk
menghasilkan omigas  semula Perusahaan Negarao Minvak dan Gas Bumi
{Periamina) diberikan peluang untuk melakukan kerjasama dengan para
kontrakior swasta, terutama Kontrakior migas asing yang telah mempunyati banyak
pengalaman dalam mencari ladang migas di beberapa negara.

Terdapat 2 {dua) bentuk kerjasama yang dikenal telah banyak
menghasilkan migas, vakni bentuk Perjaniian Karva (biasa dikensl dengan
Kantrak Karya) dan kontrak production sharing (KPS).

1} Perianjian Karya

Perjanjian Karya merupakan bentuk kerjasama antara Pertamina dan

perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi
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migas berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960,

sebagai pengganti konsesi yang berlaku pada masa penjaiahan,

Prinsip-prinsip kerjasara Perjaniian Karya adalah sebagal berikut:

a. Perusahaan negara sebagal pemegang kuasa perfambangan, sedangkan
perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor;

b. Manajemen ada di tangan kontraktor dan risike operasional ditanggung oleh
kontraktor;

¢. Pembagian hasil dalam bentuk wang berdasarkan  perbandingan
Pemerintah/Pertamina dengan kontraktor adalah 60%.(cnam pulub persen) :
40% (empat puluh persen), dengan kKetenfuan bahwa penghasilan Pemerintah
tiap tahunaya tidak boleh kurang dari 20% (dea pulubh persen) hasil kotor
mnigas,;

d. Jangka waktu kontrak 30 {tiga puluh) mbun antuk daersh baruy dan 20 {(dua
puloh) tahun untuk daerah lama;

g. Konuaktor waiib wajib ikut serta menyediakan migas bagi kebutuban minyak
di dalam negeri atas,dasar. proporsional dan tidak.melebihi 25% (dua puluh
lirna persen) dari produksi kontrak areal atasidasar cost dan fee US$0,20 per
barrel,

Bentuk Perjanjian Karya hanya beriaku hingga tahun 1963, untuk tahun-
talun selanjutaya digunakan Perjanitan dalam benfuk kontrakior preduciion
sharing. Setelah tahun 1993, di Incdonesia sudah tidak ada lagi kontrakior yang
bekeria ates dasar Perjaniian Karya, penanjian keriasama yang ada yakai

perjanjian bagi hastl dan Iain-fain peranjian kerjasama yang baru diberlakukan.
2y Kontrak Bagi Hasil (KBHY= Production Sharing Contract

Production Sharing Coniraci (biasa disebut KPS) merupakan bentuk
kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalem kegtatan eksplorasi dan
eksploitasi migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 juncto
Undang-Undang Nomoar § Tahun 1971 tentang Perusahaan Negara Minyvak dan
(as Bumi.

Dalam perkembangan KBH-KPS mengalami penyempurnaan sebanyak 3
{tiga) kali, yaitu Gencrasi | (Tahun 1964-19735), Generast 11 {Tahun 1976-1988),
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dan Generasi I (1989-2001) dengan maksud menyesuaiskan perubgshan tarif
pajak dan menjaga kepentingan Pemerintah di sektor hulu migas,

KBH Generasi | masith menganut prinsip-prinsip bagi basil mumi yaitu a)
manajemen operasi berada pada Pertamina, b) Kontraktor menyediakan seluruh
pembiayaan operasi perminyakan ¢} Kontrakior akan mencrima kembalt seluruh
iiays hingga 40% {empst puluh) setiap tghun, d) Pembagian hasil 65% {enam
puluh lima persen) untuk Pertamina dan 35% (tiga pulub lima persen) untuk
kontraktor setelah Pajak Perseroany €} Pertamina membayar Pajak Perseroan
kepada Pemerintah, f) kontraktor wajib memenuhi Donrestic Markst Obligation
(DMQO) secara proporsional yaitu maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari
bagian kontraktor dengan harga USS0,20 per barrel, g) selurub barang operasi
peralatan  dan fasilitas yang dibely kontraktor menjadi milik Pertamisa, h}
kontrakior wajib mengalihkan 10% {sspuluh persen) working inferes: setelah
produksi komersial kepada perusahaan swasta nasional yang ditunjuk Pemerintah.

Pada KBH Generasi II, rasio bagi hasi antara Pemeriniah dengan
kontraktor semula 65%:35% dengan pembatasan cest recovery 40% kemudian
diubah rasio bagi hasil akhir setcah diperhitungkan Pajak Perseroan dan Pajak atas
Bunga, Dividen dan Royalty (FPBDR) meniadi 83%:15% dengan fappa
pentbatasan cas! recovery (sering disebnt fudly cost recovery). Selanjutnya rasio
bagi hasil minyak mentah sebelum Pajak Perseroan dan PRDR (equify fo by split-
ETS) antara Pemerintah dengan Konfrakier menjadi 65,8081:340909, sedangkan
urtok gas buini sebesac 31,8182:68,1818. Sehingga bagi hasil bersih antara
Pemeriniah dengan Kontraldor 85:45 untuk minyak mentah den 7(0:30 untuk gas
bumi.

Mengingat pada tahun 1984 “diberlakukan Undang-Undang Nomor 7
Tahon 1983 tentang Pajak Penghasilan dan untuk menyesuaikan dengan farif
Paitak Penghasilan {corparate fax income), rasio ETS antara Pemerintah berubah
meniadi 71,1538:28,8462 uniuk minyak mentah dan 42 3077:57,6923 unfuk gas
bunii. Selain itu, kontraktor memperaleh insentif tambahan berups minysk mentah
uotuk DMO dinilai sebesar harga ekspor untuk 5 (lima) tahun pertama produksi
dan diberikan insentif pengembangan (investment credit) 20% untuk investasi

fasilitas produksi lapangan baru,
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Pads KBH Qenerasi IIl, diperkenalkan firrs tranche pemroleum (FTP)
untuk menjamin Pemerintah mempercleh minyak meniah pada awal produksi
komersial, Besarnya FTP 20% dan dibagi antara Pemerintah dengan kontraktor
sebesar rasio ETS. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Talun 1983 tenlang Pajak
Penghasilan, rasio ETS antara Pemerintah dengan kontrakior diubah menjadi
73,2143:26,7857 untuk minyak mentah, dan 46,4286:53,5714 untuk gas bumi.

Khusus untuk wilayah kerja pertambangan (WKP) milik Pertamina, KBH
mengatami modifikasi atae pengembangan dari prinsiprmurni KBH. Terdapat
beberapa modifikasi bentuk kontrak,| vaitu 1) Technical Assistance Contract
{TACY, 2) Enhanced Oil Recovery (BOR) 3) Joint Operaling Agreepent/Joint
Qperating Bodv (JOANIOB].

2.2 Undang-Undang Nemor 22 Tghun 200] tentang Minyak dan Gas Bumi

Migas merupakan sumber daya alam /strategis tidak terbarukan yang
dikuasat oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasal hajat hidup
orang banyak dan mempunyai peranas penting dalam rakyat,

Kegiatan usaha migas mempunyal peranan penting dalam membenkan
nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekenomi nasional yang meningkat
dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut. disusunlah Ul Migas dengan tujuan

sebagai berikut:

1y terlaksana dan terkendalinga migas scbagai somber daya alam dan sumber
daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;

2} mendukung dan menunibubkembangkan kemampuan nasional untuk lebih
mampu bersaing;

3) meningkainva pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-
besarnva bagi perekonomisn nasional, mengembangkan dan memperkuat
industri dan perdagangan Indonesig;

4) menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya

kesejahteraan dan kemalomuran rakyvat.
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2.3 Kegiatan Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 5 ayat (1) UL Migas mengatur bahwa kegiatan usaba migas terdin
atas dua jenis yaitu:

a. Kugiatan usaha hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi;
b. Keglatan usaha hilir yang mencakup pengolahan pengangkutan, penyimpanan

dan niaga,

Kegiatan usaha bulu dilaksanaksn dan dikendalikan melalul Kontrak Kerja
Sama. Pasal & ayat (2) Ul Migas mengatur bahwa Kontrak Kerja Sama harus
memuat persyaratan sebagai berikut:
a. kepemilikan sumber daya alam fetap di tangan Pemerintah sampai pada titik
penyerahan;
b. pengendalian manajemen operast berada pada Radan Pelaksana;
¢. madal dan risiko seluruhnyva ditanggung Badan Uszhse atau Bentuk Usaha
Tetap,
Sedangkan unfuk kegiatah usaba hilir dilaksanakan dengan izin usaba.
Izin usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 20 UU Migas adalah izin yang diberikan
kepada wBadan, Uszha untuk melaksanakan pengolaban, pengangkufarn,
penyimpapan danfatau niaga dengad tujuan memperoleh kewnfungan danfatan
laba,
Pagal © ayat'{1) UL Migas menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu dan
kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oieh:

badan usaha milik negara;
badan wssha milik daerah;

koperasi;

-

usaha kecil;

¢, badan usaha swasta,

Bentuk Usaha Tetap (BUT) hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha
hulu. Badan Usaha atau BUT yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang
melakukan kegiatan usaha hilir begity pula Badan Usaha yang melakukan
kegiatan usaha hilir tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu,
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Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Ussha atau BUT
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Namun Pasal {3 ayat
{1} UtJ Migas memberikan batasan bahwa kepada setiap Badan Usaha atau BUT
hanya diberikan 1 (salu} Wilayah Kerja. Dalam hal Badan Usaha atau BUT
mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, barus dibentuk badan hukem yang
terpisah untuk setisp Wilayah Kerja.

Kegiatan usaha hilir dilaksanskan oleh Badan Usaha setelah mendapat
fzin Usaha dari Pemerintah dan Izm Usaha vang diperlukan untuk kegiatan usaha
Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas:

izin Usaha Pengolahan;
{zin Usaha Pengangkutan;
1zin Usaha Penvimpanan;

e p g ow

lzin Usaha Niaga,

Berbeda dengan kegiatan ussha hulu, pada kepiatan wusaba hilir, setiap
Badan Usaha dapat dibed lebih deri 1 {satu) lzin Uszha sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Pembinazn Dan Pengawasan Kegiatan Usaha di Bidang Minyak dan

Gas Bumi

Pembinaan terhadap kegiaian usaha-migas dilakukan cleh Pemerintah.
Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekeriaan dan pelaksanaan kegiatan
usaha migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan.perundang-undangan yang
berlaku berada pada Departemen Energi dan Sumber Dayas Mineral dan
departernen lain yang terkait. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah
meliputi hal scbagat berikut:

a. penyelenggaraan urpsan Pemerintah di bidang kegiatan usaha migas;

b. penetapan kebijakan mengenal kegiatan usaba migas berdasarkan cadangan
dan poienst sumber daya migas yang dimiliki, kemampuan produksi,
kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan
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teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan

nasional, dan kebijakan pembangunan.

Pengawasan glas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak
Keria Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan usaha hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan olch Badan Pengatur,

Pasal 44 ayat' (3} UU Migas mengatur bahwa tugas Badan Pelaksana
adalah sebagai berikut;

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaapnya dalam hal
penytapan dan perawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kenjs Sama;

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

¢. mengkaji dan menyampaikan 1épcana pengembangan lapangan yang pertama
kali akan diproduksikam dalam swaty Wilavah Kega kepada Menters untuk
mendapatkan perseruinan;

4. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana
dimaksuddalam huraf ¢;

&, memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mincralmengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;

g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat

memberikan keuntungan sebesar-besamya bagi negara.

Pasal 46 ayat (3) UU Migas mengatur bahwa tugas Badan Pengatur
meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b, cadangan bahar bakar minyak nasional;
¢. pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak;
d. tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;

®

harga gas bumi untuk romah tangga dan pelanggan keeil;

f. pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH U{I}, 2009
niv




31

BABIII

KETENTUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN YANG TERKAIT
DERGAN KEGIATAN USAHA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

1. KETENTUAN PERPAJAKAN YANG TERKAIT DENGAN
KEGIATAN USAHA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pada dassrnya terdapat perbedaan mengenal perlakuan perpajakan dan
kepabeanan sebelum berlakunya UU Migas dengan ketentuan yang berlaku umum
setelah diberlaknkannya UU Migas.

Sebelum berlakunya UU Migas, perlakuan mengenai perpajakan dan
kepabeanan dikasitkan dengan ketentuan mengenat seforan.kepada kas negara
{bagian negara). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomer 8 Tahun
1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (D}
Pertamina), diatur baliwa datam melaksanakan pengusahaan pertambangan migas,

perusahaan wajib menyetor kepada Kas Negara, jumlah-jumlah sebagai berikut:

a.  O0% (cnam puluh persen) dari penerimaan bersih usaha (ner operating
income) atas hasil operasi perusahaan sendiri;

b, 60% (enam puluh persen) dari  penerimaan betsih usaha (net operating
income) atas” hasil kontrak production  sharing  sehelum dibagi antara
perusahaan dan kontrakios;

¢.  seluruh hasil vangodiperolel dari Perjanjian Karya termaksud dalam
Undang-Undang Nomor-14 Tahun 1963;

d. 60% {ermam puluh persen) dari penerimaan-penerimaan bonus Perusshaan
yang diperoleh dari basil kontrak production sharing,

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Pertamina diatur babwa

penyetoran kepada kas negara sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b,

membebaskan Perusahaan dan Kontrakior, serta merupakan pembayaran dari;

a. Pajak Persercan schagaimana dimaksud dalam Ordonantie Pajek Perseroan
{Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambab;
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b. luran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayaran-pembayaran
lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud
dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;

c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan
pengolahan;

d. Bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad
1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan diubah dan Pajak Penjualan
atas impor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Drt.
Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 157) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan: Lembaran Negara Nomor 2847)
sebagaimana telah diubah dan ditambah dari pada semua barang-barang yang
dipergunakan dalam operasi Perusahaan, yang pelaksanaannya akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah;

e. [uran Pembangunan Daerah.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas memungkinkan bagi perusahaan
untuk memperoieh penggantian atau reimbursement dari negara, setelah yang
bersangkutan melakukan kewajiban perpajakannya dan menyetorkan bagian
negara.

Implementasi ketentuan tersebut selanjutnya dianut dalam bentuk-bentuk
Kontrak Production’ Sharing (Production Sharing. ‘Contract/PSC), yang
merupakan pefjanjiaty pembagianproduksi migas.

Pada awal diperkenalkannya PSC, muncul berbagai pertanyaan dari
investor khususnya mengenai landasan hukum PSC, mengingat pada saat itu
bentuk kontrak yang dikenal dalam' Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960
tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah bentuk Kontrak Karya
(Contract of Work (CoW)/Kontrak Karya).

Untuk memberikan kepastian hukum keberadaan PSC, berdasarkan
ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Pertamina selanjutnya diatur bahwa Perusahaan
dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk PSC.

Setelah berlakunya UU Migas, dalam Pasal 31 ayat (1) UU Migas diatur
bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan
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Ussha Hulu wajib membayar penerimasn negara yang berupa pajek dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selarjutnya dalam Pasal 31 ayat (2} juga diatur
bahwa penerimaan negara yang berupa pajak terdin atas pajak-pajak, bea masuk,
dan pungutan lain atas impor dan cukal, dan pajak daerah dan refribusi daerah.

Ketentuan Pasal 31 Ul Migas dapat dilihat sebagai sustu hentuk
pencabutan asas fex spesicdls vang selama inil berlaku, sehingga mengharuskan
kontraktor memenuhi kewajibannya sebagal Wajib Pajak yaitu antara Jain
membayar Pajak Pertarnbahan Nilap'dan Pajak Penghasilan meskipun belum
berprodukst.

Namun dalamn Implementasinya kontrak-kontrak | yang. ditandatangani
setclah berlakunya UU Migas dalam klausula perpajakannya fetap memberikan
fasilitas perpajakan dan kepabeanan kepada kontraktor,

Saiah satu dari beberapa Konirak yang ditandatangani setelah beriakunya

UU Migas adaish kontrak antasa Badan Pelaksana Migas dengan PT Pertamina
EP, yang dalam klausula perpajakannya dicantumkan sebagai berikuot:
Badan Pelaksana Migas wajib menanggung dan  tidak roembebankan PT
Pertamina EP_atas pajak Indonesia lainnya, termasuk. Pajak Pertambahan Nilai,
pajak ‘pengalihan (rransfer fax), pungutan ekspor dan impor terhadap barang-
barang peralatan dan barang-barang persediaan vang diimpor dan diekspor dari
Indonesia oleh PT Pertamina EP, berkaitan dengan kepemilikan modal, kekayaan
bersih, operasi, pembayaran atss dransaks! térmasuk maupun pungutan dalam
kaitannya dengan pelaksanaan operasi oleh PT Pertamina EP o kecuali berkaitan
dengan kewajiban PT Pertamina EP untuk membayar pajak penghasilan dan pajak
final atas laba setelah pengurangan pajak sebagaimena ditetapkan dalam paragraf
6.1.20.,

Klausula perpajakan sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu
penafsiran secara berlebthan dari kebebasan berkontrak, tanpa memperhatikan
bahwa kebebasan berkontrek tersebut tidak beleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 31 ayat (13 UU
Migas.

Dalam pelaksanasnnya, pengawasan kegiatan usaha hulu berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dilakuken oleh Badan Pelaksana Migas, dan pengawasan atas
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pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan
Pengatur.

Pasal 44 ayat (3) UU Migas mengatur bahwa tugas Badan Pelaksana
Migas adalah sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal
penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama
kali akan diproduksikan . dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢;
memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;

g. menunjuk penjual-minyak bumi dan/atau gas bumit bagian negara yang dapat
memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.m5

Sedangkan mengenal status Badan Pelaksana Migas, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 “Tahuns 2002 diatur bahwa Badan Pelaksana

Migas berstatus badan hukum milik-Negara (BHMN). Status Badan Pelaksana

Migas yang merupakan BHMN, memiliki kelemahan antara lain menimbulkan

kontraktor harus melalui. beberapa instansi terkait sebelum™ kontraktor dapat

melakukan aktovitas pengeboran.
Sebagai  perbandingan ./ demgan keberadaan  Pertamina (sebelum
pengelolaan migas dialihkan kepada Badan Pelaksana Migas), kontraktor hanya

melewati satu atap sehingga dapat langsung melakukan aktivitas pengeboran.

* Kontrak Minyak dan Gas Bumi Perlamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina EP, paragraf 6.1.20. hal. 20.tanggal 17
September 2005.
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1.1 Ketentwan Pajak Penghasilan yang Terkait dengan Bidang Usaha
Mioyak dan Gas Bumi

Dalam kontrak production sharing, dinyatakan bahwa kontraktor wajib
membayar Pajak Perseroan {saat ini Pajak Penghasilan} dan Pajak atas Bunga,
Dhviden dan Royalti (PFBDR).

Berdaswrkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UU PPh 1983 diatur bahwa
penghasilan kena paisk yg diterima atéu diperoleh dalam bidang pertambangan
migas schubungan dgookontrak bagi hasil, dikenakan pajak berdasarkan
Ordonanst Pajak Persercan 1925 dan PBDR 1970 beseria semua persturan
pelaksanaannya,

Sebagal penegasan hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 33A
ayat {(4) UL PPh 1994 disebutkan bahwa Wa)ib Pajiak yg menjalankan nsaha di
bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil vg masth berlaka pada
saat berlaknnya U PPh 1994, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam
kontrak - production sharing tersebut sampai dengan  berakhirnya kontrak
dimaksud,

Ketentuan cost recovery dalam’ kontrak | production sharing berlaku
uniformity principles, yaitu suatu prinsip dimanarbiaya-biaya dalam menghitung
Penghasilan Kena Pajak “hares diartikan sama” dengan biaya yang dihitung
berdasarkan kontrak production sharing (diatur dalapy exhibit "C). Dengan
demikian “cost of oif harus sama dengan cost of fax”, atau biava-biava operasi
vang boleh dibebankan fos? recoverable) menurut kontrak production sharing
harus sama dengsn biava-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh fax
deductable).

Ketentuan di bidang pajak penghasilan yang terkait dengan minyax dan
gas bumi adalah sebagai berikut:

1} Keputusan Menteri Kevangan Nomor 458/KMK.012/1984 tentang Tata Cara
Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh
Kontraktor yang Mengadakan Kontrak Production Sharing dalam Eksplorasi
dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Pertamina sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 815/KMK.012/1985;
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2) Keputusan Menteri Kevangan Nomor 457/KMK.012/1984 tentang Penentuan
Jenis-jenis Harta dalam Masing-masing Golongan Harta untuk Keperlnan
Penyusutan Bagl Kontraktor yang Melakukan Kontrak Production Sharing
Dalarm Explorast dan Exploitast Minyak dan Gas Bumi dengan Perusahaan
Pertambangan Minysk dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang
Ditandatangani Seielah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 sebagsimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor S21/KMK.0422000; dan

3} Keputusan Menteri Kenangan Nomor 321/KMK 04/2(00 tentang Jenis-ienis
Harta yvang Tormasuk Dalam Kelompok Harta Bersujud untuk Keperluan
Penyusutats Bagi Kontrakior Yang Melakukan Eksplorasi Dan Eksploitasi
Minyak Dan Gas Buemi Dalam Rangka Kontrak Bapi Hasll Diengan
Perusahaan Pertammbangan Minyak Dan Gas Bumi Negara {Pertamina).

Sedangkan berkaitan denpan pelaksanaan pengeboran migas, dengan
mempertimbangkan untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besamya

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak terscbut, keprakiizan, atau sesuwai

dengan kelaziman pengenaan pajak dalam - bidang-bidang  usaha iersebud,

berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PPh Menteri Keuangan diberl wewendng
untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besamya
penghasilan neto dart Wajib Pajek terssbut yang tidak dapat dihitung berdasarkan
ketentuan Pasal 16 ayat (1} atau ayat(3) UU PPh

Sebagai pelaksanaan ketentosm Pasal 15°UU PPhyofelah diterbitkan

Keputusan Menteri  Keuangan  Nomior 6828/KMK 04/1991 tentang Noma

Penghitungan Khusus Penghasilan Wete bagi Wajib Pajak Badan vang Melakukan

Kegiatan Usaba dt Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran

Pajak Penghasilan Dalam Tabun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1} Dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak favadle income), diatur
sehagai berikut:

4. Bagl perusshaan pengeboran asing yang berbentuk bentuk usaha tetap
fpermanent  establishment)  penghitungannya  dilakukan  dengen

menggunakan  Normma  Penghitungan  Khusus  untuk  menentukan
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Penghasilan Neto (deem profis} sebesar 15% (lima belas persen} danl

penghasilan bruto;

b. Bagi perusabaan pengeboran nasional, penghitungan penghasilan kena
pajak dilakukan berdasarkan pembukuan yang diselenggarakan sesuai
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhic dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU
KUP). Sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dinbah terakhir
dengan Undang-lUndang Nomeor 36 Tahun 2008 (UU PPh), penghasilan
kena pajak dihasiikan dart peredaran bruto setelah dikurang! dengao blaya-
biaya yang dapat dikurangken fdeduciible expenses) dan kerugian yang
dapat dikempensasikan (loss carep forwards).

2} Sedangkan dalam rangka menghitung angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
diatur sebagai berikufs

c.| Bagi perusahaan pengeboran asing, penghitungan angsuran PPh Pasal 25
yang dibayarkan setiap bulannya dilakukan dengan cara sebagar berikut:

1} Menghitung Pajak Penghbasilan yang terutang dengan mengalikan tarif
pajak progresif sesval ketentuan Pasal 17 UU PPh dengan penghasilan
kena pajak (faxeble income}, yang dilitung 'dengan menggunakan
Norma Penghitungan Khusus untuk menentukan Penghasilan Neto dan
kemudian Paek Penghasilan yang terutang disetabunkan dan dibagi 12
{dua belas};

2} Dalam hal perusshsan pengeboran asing memperoleh pesghastlan
lainnya selain dari usaba pengeboran, maka penghasilan kena pajak
perusahzan  tersebut adalah penghasilan dari usaha pengeboran
dikalikan dengen WNorma Penghitungan Khusus untuk meneatukan
Penghasilan Neto dan penghasilan neto dari kegiatan usaha lainnya;

d. Bagi perusahaan pengeboran nasional, penghitungan angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya dilakukan sesual
Pasal 25 UL PPh.
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3} Sehubungan dengan pemotongan pajak (Witholding Tax), diatur sebagai
berikut;

e. Bagi perusabaan pengeboran asing, penghasilan dari kegiatan pengeboran
merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dipotong
dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto festimated net income)
sebesar 40% dari penghasilan bruto sehingga tarif efektifnya sebesar 6%,
dan merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dimuka (prepaid tax) yang
dapat dikreditkan atas Pajak Penghasitan yang terutang pada akhir tahun;

f. Bagi perusahaan pengeboran nasional, penghasilan dari pemberian jasa
pengeboran tidak dikenskan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23,
karena atas penghasilannya dikenakan Norma Penghitungan Khusus untuk
menemtukan Penghasilan Neto sebagaimana diatr dalam Pasal 15 UU
PPh.

Sedangkan atas penghbasilan dari ussha lainnya berlaky ketentuan umum,

artinya dilakukan pemotongan pajak apabila merupakan objek pemotongan.

Dalam ha! perusahaan pengeboran asing dan _perusahaangpengeboran
nasional melakukankerfusama, terdapat 2 {dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. kerjasama operasi (joint aperation); dan
2. kerjasama bantuan teknik dechnical assistance coniract).

Dalam Joint operation, perusshzan pengeboran asing dan. perusahaan
pengeboran -nasional _memperpieh penghasilan“berdasarkan pekegaan vang
dilakukan masing-rnasing pibak. Scdangkan sesuai fechaical assisiance contract,
perusahaan  pengeboran  nasional bertindak sebaga  konurskior  yang
menandatangani kontrak dengan Kontrakior production sharing {misalnys Medeo,
Chevron, atau CNOOC) danperusabasn pengcboran asing bertindak sebagai
subkontraktor.

1.2 Pajak Berganda
1.2.1 Konsepsi Dasar Pajak Berganda

Dalam arti luas, pajak berganda meliputi setiap pembebanan pajak dan
pungutan lainnya lebih darl satu kali {double/ muitiple raxation) terhadap suatu
fiskal (objek pajak). Dalam arti sempit, pajak berganda terjadi pada semua kasus
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pemajakan beberapa kali terhadap suatu objek pajak dalam satu administrasi
pajak.”’

Sesuai dengan negars {yurisdiksi), pajak berganda dapat dikelompokkan

menjadi pajak berganda internal dan intemasional.

Baik OECD Model maupus UN Model memberikan pengerctian pajak

berganda sebagai pengenaan beberapa pajak oleh dua negara ferhadap waith pajak

atas suatu objek dan masa yang sama,

Dari pengertian pajak yang diberikan CECD Model maupun UN Model,

pajak berganda meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

a.
b.

pengenaan pajak oleh beberapa otoritas perpajakan;
identitas Wayib Pajak dan objek pajak vang sama;
identitas masa pajak;
identitas pajak,
Sehubungan dengan yurisdiksi pemajakan dan kepenfingas ekonomi

Wajib Pajak, pajak berganda dapat dibedakan sebagzai berikut:

a.

Haktual dan Potensial

Pajak  berganda fukiual terjadi apabila klaim pemajakan - tersebut
difaksanakan oleh beberapa negara. Namun apabila dari kedua negara, hanya
satu pegara saja yang melaksacaken kiaim‘pemajakan tersebut maka akan
terjadt pajek, berganda potensial,

Yuridis dan Ekonomis

Pajak berganda yuiidis teriadi apabila sustu peagbasilan yang sama
dikenakan pajak di tangan orang vang sama oleh lebiht dari satu negara. Pajak
berganda ekonoris, tmbul dpabila dua orang yang (secara yuridis) berbeda
dikenakan pajak alas suatu penghasilan (modal atau objek) yang sama (oleh

lebih dari satu negara).

1.2.2 Faktor-fakior Penyebab Terjadinya Pajak Berganda

Pajak berganda muncul apsbila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan.

Seandainya dalam ketentuan domestik dari negara-negara tersebut terdapat

pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek atau objek yang

¥ AA. Knechtle, Basic Problems in International Fiscal Low. Deventer; Kluwer, 1979,

Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH Ul'.lr%%%?sitas e a—



40
bertempat Kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannva maka tidak akan
teriadi paiak berganda,

Ada beberapa fakior penyebab terjadinya pajak berganda sebagaimana
dijelaskan di bawah ini.®

a, Pajak Pertambahan Nilai

Walaupun hanya difujukan terhadap peredaran dan konsumsi domestik,
terdapat kemungkinan bahwa pajak penjualan (peredaran dan pertambahan nilai)
dapat menimbulkan pajak bergandas Hal ity dapat terjadi apabila dalam prinsip
pemajakan negara pengekspor menganut prinsip negara asal (origin principle)
atau pemajakan oleh negara asal barang dam jasa, sedamgkan negara pengimpor
menganut prinsip negava tujuan (desimation principle), pemajakan oleh negara

tujuan sebagal pemanfaat barang dan jasa.
b. Pajak Penghasilan

Palam Pajak Penghasilan, ada dua pendekatan kewajiban pajak sebagai
berikut:

1. Tidak terbatas atau penuh (unfimited tax fiability).
Kewajiban  pajak  tidak terbatas ‘merupakan resultat dari pemajakan
berdasarkan pertalian subjekdif \(Subjective allegiance) yang dapat berupa
nasionalitas atau tempat pendirian (unfuk badan) dan residensi.

2. Terbatas (Hmired raciiability).
Kewajiban pajak terbatas merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan
pertalian objektif febfective glicgiance} yang dapat berupa lokasi aktivitas
ekonomi dan sumber penghasilan.

Sehubungan dengan Pajak’ Penghasilan, pajak berganda dapat ferjadi
karena benturan antar klaim pemajakan tak terbatas, pemajakan tak dengan
terbatas, den pemajakan {erbafas. Benturan anfar klaim pemajakan tak terbatas
dapat terjadi aniar negara penganut prinsip nasionalitas, nasionalitas dengan
residenst, dan residensi. Benturan nasionalitas umumnya terjadi terhadap orang

pribadi vang berada i negara penganut tempat kelahiran fus sofi) dengan orang

¥ Gumadi, Pajak internasional. Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Universitas Indenesia,

1994 hal. 180, 1006-101.
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tua darl negara penganut keturunan fus sanguinis).

Selanjutnya benturan nasionalitas dengan residensi dapat terjadi baik pada
wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sementara uniuk orang pribadi terjadi
apabila warga dari negara penganut prnsip nasionalitas (misaloya USA)
bertempat tinggal pada negara penganut prinsip residensi (Indonesia), untuk badan
dapat ferjadl apabila badan yang didirtkan berdasar hukum negara penganut
tempat pendirian namun bertempat kedudukan atau dikelola di negara penganut

prinsip pemajakan residensi (tempat kedudekan atau manajemen).

Benturan residensitegjadi pada orang pribadi. yang meropunyai iempat
tinggal di negara penganut pemajakan berdasarkan asas domisili namun ia berada
dalam negara penganut prinsip kehadiran substansial (misalnya lebih dari 183
hari). Untuk badan, benturan residensi terjadi apabila mempunyai tempat
kedndukan statuter (di satu negara) yang berbeda dengan tempat manajemen (di

negara lain).
1.2.3 " Tata Cara Penghindaran Pajak Berganda

Dalam bukum perdata infernasional apabila terjadi benturan yurisdiksi
dapal saling mengeliminast berlakunya (salah sate hukam suvatu negara), smun
eliminasi tidak dapat diteraplan @apabila’ tegjadivbenturan dalam hukum pajak
internasional. Keduanya tetap berlaku dan berziibat tambahan jumlah pajak vang
harus dipikul lnvestor (pengusaha} transnasiona! apabilz dibanding dengan
seandainya ia hanya berkiprah dalam dimensi domestik.

Meiode  pembebasar/peagecualian . {exempifion) adalah  metode
penghindaran pajak berpanda yvang sering digunakan oleh negara di dunia @
Dengan menggunakan metode pembebasan, pajak berganda coba dieliminasi
secara fotal. Metode mengatur bahwsa negara pemegang yunsdiksi pemajakan
meleopaskan hak pemajakannya dan memberikan hak ekslusif pemajakannya
kepada negara lain,

¥ Ahmad Khan, Cross Border Transactions and Tax Treadies Theory and Practice.

Sinpapore: Petrosia Info Tech {8} Ple. Lid, 2000, hal 282,
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1.2.4 Pengaroh Penghindaran Pajak Berganda

Penghindaran pajak berganda tentunya akan mempunyai implikasi baik
kepada Wajib Pajak, negara sumber maupun negara domisili (penyedia
keringanan). Pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan baik objek maupun
pajak dapat mengeliminasi secara tantas pajak berganda karena pemajakan hanya
dilakukan oleh negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh negara domisili menye-
babkan hilangnyz potensi .penerimaan nepara tersebut dari penghasilan
mancanegara. Metode eksemsi ini didasarkan atas prinsip netralitas impor modal
(neiralitas pasar imternasional) yang secara ofomatis mendorong mobiliias sumber
dana ke mancanegara. Hal ini dapal merupakan rangsangan untuk menanam

modal di negara berkembang,

1.3 Ketentnan Pajak Pertambahan Nilai yang Terkait dengan Bidang
Usaha Minyak dan Gas Bumi

Dalam klausula perpajakan yang tercantum pada Kontrak Bagi Hasil,
dinyatekan bahwa Pertamima {dalam hal ini Pemerintah Indonesia) menanggung
dan mcmbebaskan pajsk Iaianyac(Pajak Periammbahan Nilai, Bea Masuk, dan
sebagainya).

Menuniuk pada kiausula tersebut di atas; dalam implementasinya berlaku
keteptuan-ketentuan sebagal berikut
1} Minvak dan Gas Bumi adalah bukan Barang Kena Paiak, schingpa tidak

dikenakan Pajak Pertambahan/Nilal. Kontrakior bukan merupakan Pengusaha
Kena Pajak;

2} Untuk Kontrak Bagi Hasil yang telah berproduksi, Pajak Periambahan Nilai
Masukan yang harus dibayar akan dikembalikan (di-reimburse} oleh
Pertamina/Badan Pelaksana Migas;

3) Untuk Pajak Pertambaban Nilal Impor (PPN Impor), dengan mendasarkan
pada ketentuan Pasal 15d UL Pertamina, maka atas impor barang modal tidak
dikenakan PPN impor mengingat barang modal tersebut adalabh milik

Pemerintah,
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4y Besuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-1107/MK/1985 tanggal 27
September 1985, ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan
atas kegiatan pengeboran;

5) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Jo. Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.04/1989, Untuk Kontrak Bagi Hasil
yang belum berproduksi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ditanggubkan
sampai koniraktor bersangkutan berproduksi. Kemudahan ini zkan berakhir
sesual dengan jangka waktu pesundaan yang telah diberikan paling lambat
pada tanggal 51 Desember 1959,

Untuk mengakomodir klausula perpajakan vang fercantum dalam kontrak
production sharing khususnya berkaitan dengan pemberian fasilitas terhadap
PDRI, teleh diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PME.010/2005
tentang Pembebasan Bea Masuk dap Pajak Dalamt Rangka Tmpor Tidak Dipungut
atas Impor Barang Berdasarkan Konirak Bagi Hasil (PSC) Minyak dan Gas Bumi
{PHMK 20720053,

Cakupan subjek  dari PMK = 20/2005 - adalab - kontraktor  yang
menandatangani- kontrak bagi_basil dengan Pertamina sebelum berlakunya Ul
Migas, yang telah dialihkan kepada Badan Pelaksana Migas. Fasilitas yang
diberikan berdasarkan PMK 20/2005 adalah tidak dipungut Pajak Dalam Rangka
Impor (PDRI) dan pembebasan bea masuk.

Dasar hukum Pemerintah memberikan kebijakan PDRI dimaksud adalah
ketentuan Pagal 63 hurul © Ul Migas, vang dinvatakan bahwa kootrakior
production sharing vang ditandatangani sebelurg berigkunve 11U Migas masth
tetap berlaku sarnpai dengan masa kontrakaya habis.

Penerbitan PMK 20/2003 dimaksad sebagai bentuk bahwa Pemerintah
Indonesia menghormati berlakunya kontrak-koptrak vang felah ditandatanganm
sapmipal dengan masa berlaku kontrak-kontrak dimasud selesal.

Sedangkan untuk memberikan fasilitas PPN terhadap kontrak-kontrak
yang ditandatangani setelah berlakunya UU Migas, telah diterbitkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu
Minyak dan Gag Bumi serta Panas Bumi {(PMK. 178/2007), yang mendasarkan
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pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun 2008,

Mengingat mendasarkan pada UU APBN Tahun 2008, maka PMK 178
mempunyai jangka waktu berlaku selama 12 bulan (tanggal 1 Januari 2008 hingga
tanggal 31 Desember 2008).

1.4. Kedudukan Pemerintah dalam Kentrak Bagi Hasil (PSC)

Pada tahun sekitar tahun 1965, saat awal pemerintahan Presiden Socharto,
Indonesia tidak memiliki kapital, sehingga untuk mendorong laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia’ memerlukan investasi, Untuk menarik minat invesior,
diberikan kesembpatan kepade investor vang masuk ke Indonesia untuk melakukan
eksplorasi, ‘dengan cafaten  resiko ditanggung oleh investor  sendiri.
Sebaliknya,dalam hal dari eksplorasi tersebut menghasilkan minyak atan gas
bumi, maka ongkos-ongkos yvang telah dikeluarkan dalam biaya produksi tersebut

dapat diganti oleh Pemerintah. ™

Pada prinsipnya PSC mempunyai Karakieristik sebagai bexikut:
1} Kontraktor menanggung semua risiko;
2) Jangka waktu kontrak adalah 30 {tiga puluh) tahun, termasuk 6 (epam) sappai
dengan 10 (sepuluh) tahun untuk masaeksplorasi;
3} Pertamina memiliki hak atas semua alat vg digunakan oleh kontrakior;
4} Kontraktor diwajibkdn ‘untuk ‘memetuhi kebutuban minyak dalam negert
{LDomestic Mar kel Obligation/3MG};
5) Semusz biaya eckplorasip pengembangan, dan eperasioditanggung oleh
kontraktor dan akan di-recover dari produkai.
&) Produksi sctelah cost recovery dibagi antara Pemerintah dan kontraktor
berdasarkan suatu persentase tertentu
Menurut UU Pertamina, kedudukan Pemerintah berada di atas para pihak
vang menandatangani kontrak, karena dalam hal ini Pertamina vang bertindak
sebagai pihak yang menandatangani kontrak. Dengan demikian, Pemerintah dapat

memposisikan dirinya scbagal pengawas yang dapat mencegah (imbulnya

* Purnome Yusgiantors, Sistem Kontrak Bagi Hasil Migas di Indgmesia, Edist 03 Tahun |
Agustus, Jakarta: Energi Antarnusa, 2007, hal. 52,
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sengketa, Dalam hal terjadi sengketa, Pemerintah dapat bertindak sebagai

mediator atau wasit sebelom sengketa para pihak dibawa ke forum arbitrase.

Kedudukan Pemerintah vang dapat memposisikan sebagai pengawas yang
dapat mencegah terjadinya sengketa hanya berlaku pada penyelesaian sengketa
yang berkaitan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dan tidak
meliputi permasalaban yang berasal dari perubahan kebijakan Pemerintah.

Denpan diterbitkannya UU Migas, kedudukan dan peran Pemerintah
dalam koentrak kerjasama menjadi lebili jelas. Dalam UU Migas, pemegang kuasa
pertambangan kemball berade pada tangan Pemerintab,iselanjutnya Pemerintah
membentuk  Bedan Pelaksana Migss vang akan “mepenima kuasy” dari
Pemerintah uniuk menandatangani dan mengendalikan mansiemen operasi
kegiatan usaha huly,

Kedudukan  Pertamina  sebagail pihak wyang menandatangani  konptrak
digantikan oleh Pemermish yang diwakili oleh Badan Pelaksana Migas vang
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintgh Nomor 42 Tahun 2002 tentanp Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Huole Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 44-ayat (3) ULl Migas mengatur bahwa tugas Badan Pelaksana
Migasadalah sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
{ESDM} atas kebijaksanaan dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kera
serta kontrak kerid sama;

b. melaksanakan penandatanganan kontrak kerja samia;

¢. mengkajl dan menyampaikan rencang pengembangan lapanpan yang pertama
kali skan diproduksikan dalam suate wilayah kenja kepada Mented ESDM
untuk mendapatkan persetuiuan

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana
dimaksud dafam hurufe,

e, memberikan persetujuan rencana kerja dan angparan;
melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai
pelaksanaan kontrak kerja sama,

g. menunjuk perjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat

memberikan keuntungan sehesar-besarnya bagi negara.
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2. KETENTUAN KEPABEANAN YANG TERKAIT DENGAN
KEGIATAN USAHA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

2.1 Fasilitas Kepabeanan {Bea Masuk) di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sebelum berlakunya UU_Migas, bea masuk dan Pgjak Dalam Rangka
Impor (PPN Impor, PPaBM Impor, dan PPh Impor) vang tertutang untuk kegiatan
migas dibebaskan melalui mekanisme masieriist, dengan menggunakan angka
pengenzl impor (AP milik Pertaminz, karena barang-barang peralatan tersebut
sclanjulnya menjadi milik Pertamina,

Sebagal tindak-lanjut pengaturan bea masuk di bidang miges untuk
kontraktor production sharing, Menteri Keuvangan teleh meperbitkan Peraturan
Menten Keuangan Nomor 6/PMK.D10/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas
Irnpor, Barang untuk Kegiatan Usahy Hule Minyak 'dan Gas Bumi scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomot 2 1/PMK.010/2005 dan
PMEK 20/2005.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam PMK 20/2005 antarg Jain adalah
sebagat benikut:

1) Atas impor basgng untuk keperluan eksplorasi migas diberikan fasilitas
pembebasan bea mMasek dan POR tidak dipungat;

2} Permohonan pembsbasan digjtkan kepada Direkiur Jenderal Bea dan Cukai
melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan, dengan ditembuskan kepada Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, DESDM;

3) Permohonan pembebasan bea masuk dan PDRI dilengkapi dengan Rencana
Impor Barang (RIB) atau masterfiss untuk jangka waktu 1 {satu) tahung

4} RIB atau master{ist memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Nomor dan tanggal RIB/masteriist:
b. Nama koniraktor;
Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP);
Alamat kontrakior:

©
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e. Dasar kontrak;
f.  Wilayah kontrak;
g. Kantor Pemeriksaan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan
barang;
h. Pos tanif barang yang diimpor;
i. Uratan barang yang diimpor;
i, Jumiah/satuan barang;
k. Perkiraan harga,
1. Pimpinan perusahaan,
5y RIB atav sosterlist hanya dapat diubah sebelum diterbitkan keputusan tentang

pemberian fasilitas pembebasan.

Sedangkan uniok memberikan fasilitas bea masuk terhadap kontrak yang
ditandatangant setelah LU Migss, telah diterbitkan Peraiuran Menterl Kcuangan
Nomer 97PMK.01072006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PMK 57/2006).

Cakupan subjek yang diberikan, fasilitas berdasarkan (PMEK. 97/2006)
adalah Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap yang mengikat kontrak kerja sama
dengan Badan Pelaksana Migas dan PT Pertamina. PMK 97/2006_mempunyai
jangka waku tanggal 1 (satu) tahiung yaitu tanggal 16 Juli 2006 sampal dengan
tanggal 15 Jull 2007,

Sebapaikelanfitan kebijakandari PMEK 97/2006; diterpitkan 2 {dua)
Peraturan  Menters  Keuangan, vailu Peraturan Menteri Keuaogan Nomor
1777PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Darang unfuk
Kegiatan Usaba Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi (PMK 177/2007)
dan Peraturan Menterl Keuangan Nomor [79/PMEK.GLI2007 (PMK 179/2007
tentang Penetapan Tanif éea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau
Produlesi Terapung atau di Bawah Air

Diasar hukum PMK 177/2007 adalah ketentuan Pasal 26 ayat {1} huruf a,
hurai b, dan/atau huref ¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 fentang
Kepabeanan scbagaimana felah diubah dengan Undang-Undang Nomer 17 Tahun
2006, yvang menyatakan bahwa:
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Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat dibenkan atas:

a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam

rangka penananam modal;
t. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;

¢. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri

untuk jangka waktu tertentu.

2. Dokumen Ekspor Imper dan Perhitungan Pungutfan dan Pajak Dalam
Rangka Impor

Meskipun atas barang-barang untuk keperluan bidang usaha migas telah
diberikan pembebasen bea masuk dan PDRI dengan mekanisme RIB atau
masterlist, namun demikian daiam pelaksanaan imporiasinys konixater tefap harus
menyampatkan dokumen-dokumen kelengkapan importasi, antara lain Letier of
Credis, dokumen impos, dan Pemberitghnan impor Baraag (BIB).

Dokumenekspor impor terdiri atas 4 (empat) hal yaitu financial document,
commercial_document, transport document, dan | efficta! document. Financial
documenf berisi wesel {drafi atan Hill of exchange) yang terdini atas 2 {dua) hal,
vaitu:

a. Sight drajlf; dan

b. Time/usanee drafe, yang mernpakan surat perintah bayar tanpa syarat dari
drawer kepada drewee untuk. melaksanakan pembavaran pada saat draft
diunjukan (untuk sight draff) atau pada saat tanggal tertentu (usance draff).

Sedangkan Commercial documentterdiri ‘alas commercial invoice/faktur,
packing/weight list, dan fnsurance policy. Commereial invoice/faktur merupakan
dokumen vang dipersyaratkan oleh Lesier of Credit atau Sales Confract yang
dibuat oleh eksportir yang menerangkan mengenai barang yang dikirim, harga,
kuantitas, amount, syarat penjualan dan ditujukan kepada importer.

Packing alan weight list morupakan dokumen dari penjual barang yang
menerangkan dan menguraikan tenfang kemasan barang, ukuran, berat, dan

jumiah kemasan., Sedangkan JImsurance policy merupakan dokumen yang
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diperlukan untuk membukitkan bahwa barang-barang yang diangkut telsh

dilakukan penutupan asuransi, yang terdiri atas:

a. Cover note, ymtu sebuah pemberitahuan dari perusghaan asuransi yang
menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup, sebelum polis asuransi
diterbitkan; dan

b. Polis asuransi, yaitu bukli kontrak asuransi barang-barang vang akan diangkut
dengan alat anpkut (kapal algu pesawat udara) atss pama si tertanggung
merbayar preml.

Transport document terdirt atas bilf of lading, dan airway bill. Bill of
lading menipakan dokumen pengiriman barang denpgan menggunakan Kapal laut
dan diterbitkan oleh pervsahaan pelayaran alau agennya, dan berfungsi sebagai
fremspoviation conract, cargo receipt, dan document af titiettitie of goods.

Airway b merupakan  dokumen pengangkutan barang  dengan
menggunakan pesawat terbang vang diterbitkan oleb perisahaan penerbangan
atau agennya danberfungsi sebagal earge receipt dan transportation contract.

COfficial document “berisi certificate of origin, vaitu scrtifikat vang
diterbitkan oleh lembaga pemerintaly terteniu atau lembapa yeng dilunjuk oleh
Pemerininh suatu negara, vang mang dalam surat fersehut menerangkan bahwa
barang yang akan dikirimkan oleh penjual adalah benar diprodukst oleh negara
tertentu.

Pungutan negara dalam rangka impor terdiri atas:

a. bea masuk, yang terdin atas bea/masuk biasa, bea masuk antl dumping, dan
bea masuk imbalan/subsidi;

b. Cukay

¢. Denda administrasi;

d. Bunga;

e. Pajak, yang terdiri atas PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22,

Penghitungan pungutan dan pajak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Untuk menghitung bea masuk adalah tarif dikalikan dengan nilal pabean/Cost

Insurance and Freight (CIF);
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2. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai, adalah terif PPN (10%) dikalikan
dengan nilai impor. Nilai impor diperoleh dari nilal pabean ditambah dengan nilai bes

masuk yang terufang;
3. Untuk menghitung PPuBM dan PPh, adalah tarif dari PPnBM atau PPh dimaksud

dikalikan dengan nilai impornya.

N2
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BAB1IV

KAJIAN TERHADAP DAMPAK PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN
KEPABEANAN TERHADAP BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BAN GAS BUMI

1. PENGARUH PERLAKUAN_ FPERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
TERHADAP BIDANG USAHA MIGAS SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2801

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Periambangan, tidak mengatur secara eksplisit tentang asas-asas hukum
pertambangan. Namun apabila mengkeji secars mendalam berbagal substansi
pasal-pasal di dalamnya maupun vang tercanfum dalam Penjelasannya dapat
diidentifikasi beberapa asas hukum yang meliputi asas manfaat, asas penguséhaan,

asas keselarasan, asas partisipatif, serta asas musyawarah dan mufakat,

Sedangkan dalam Pasal 2 UU Migas telah ditentukan sccara jelas asas-asas
hukum  dalam’ penyelenggaraan pertambangan migas, yang melipati-ekonomi
kerakyatampketerpaduan, manfaat, keadilan,” keseimbangan, ' pemefataan,
kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan,
dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Kornsep kontrak production sharing pertama kami diperkenalkan cleh ibou
Sutowo pada tahun 1960 di Vepezuela, vang selanjuinya pada tahun 1966
ditawarkan substansi kontrak production sharing kepada para kontrakior asing,

yang berist sebagal berikul

I, Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negars;

2. Kontrak akan didasarkan pada pembagian keuntungan;

3. Kontraktor akan menanggung risiko pra-produksi, dan apabila minyak
danfatau gas bumi ditemukan, penggantian biaya dibatasi sampal paling
banyak 40% (empat puluh persen) per fahun darl minyak dan/atau gas bumd
vang dihasilkan;
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4. Sisa sebesar £0% (enam puluh persen) dari produksi akan dibagi dengen

komposisi 65% (enarn pulub lima persen} untuk perusshaan negara, dan 35%
(tiga puluh lima persen) untuk kontraktor;
Hak atas semua peralatan yang dibeli kontraktor akan dipindahkan kepada
perusahaan negara sctelah peralatan fersebut berada di Indonesia, dan biaya
akan ditutup dengan formulasi 40% (empat puluh persen}.

Prinsip kontrak production sharing telah dikuatkan dalam UU Migas, yang

ditentukan bahwa para pihak yang.terkait dalam kontrak production sharing

adalah Badan Pelaksana Migas dengan badan usaha sisuw bentuk usaha tetap
{bulan lagi Pertaming). Scmentara ifu, sigtus Porlaming sual ind adalah sebaga
Perusahaan Perseroan (Pescro).

Pada dasamnya, kontrak kerjasama di bidang migas dapat dibedakan

menjadi 2 {dua) macam vaitu pertama, kontrak preduction sharing dan kedua,

bentuk kerjasama lainnya. Dalam prakieknya, bentuk Kerjasama dain antara PT

Pertamina dengan perusahaan swasia dapat dibag menjadi 4 (empat) macam,

yaita:

1

Perjanjian Karya, yaitu suatu kerjasama anfara Pertamina dan. perusahaan
swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan cksploitast migas;
Technical Assisiance Contrget (TAC) atau disebut juga perjanjian bantuan
teknik, yaitu kerjasama antara Pemerineh dan Perusahaan swasta dalam
rangka merehabilitesysumur-swunir atéu lapangan minyak yang ditinggalkan
dalam kuaga pertambangan Pertaming;
Kontrak Enhanced Of Recovery (BOR) yaitu suatu kerjasama antara
Pertamina dun perusahasn swaste dalam rangka meningkatkan produksi
minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan Pertamina
dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi
tinggi meliputi usaha secondary dan tertiary recovery,
Kontrak Operasi Bersama {(KOB), yartu kerjasama antara Pertamina dan
perusahaan swasta dalam rangka ekplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk
perabangkit tenaga bisirik,

Timbulnya kontrak production sharing adalah  untuk  mengatas:

permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumberdaya manusia
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yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan

eksploitasi pertambangan migas.”

Momentum kontrak production sharing generasi IV (tahun 2002 hingga
saat ini} dimulai pada saat berlakunya UU Migas. Struktur dan prinsip bagi hasil
dalam UU Migas berbeda dengan undang-undang lama. Pada undang-undang
lama yang menjadi pihak adalah Pertamina dan kontraktor, sedangkan dalam UU
Migas yang menjadi pihak adalah Badan Pelaksana Migas dengan badan usaha
dan/atau badan usaha tetap. kontrak production sharing memuat 3 (tiga) prinsp
pokok, yaitu:

1. kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan Pemerintah sampai pada

titik penyerahan;
2. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana Migas;
3. modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Kegiatan usaha hulu hanya dapat dilakukan oleh badan usaha atau bentuk
usaha tetap. Kegiatan usaha ini didasarkan pada kontrak production sharing.
Tujuan penuangan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan kontrak adalah untuk
mempermudah pengendalian kegiatan usaha hulu dan didasarkan juga peraturan

perundang-undangan lainnya.

UU Migas mendefinisikan bahiwa Kuasa Pertambangan adalah wewenang
yang diberikan negdra kepada Peémerintah untuk' menyelenggarakan eksplorasi
dan eksploitasi. Kuasa Pertambangan mencerminkan kewenangan untuk
melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan pertambangan.
Kuasa Pertambangan melekat pada suatu lembaga tertentu yang berfungsi sebagai
pengatur kegiatan pertambangan dalam suatu negara yang memiliki kuasa atas
mineral. Kuasa usaha pertambangan merupakan kewenangan untuk melakukan

pengendalian dan pengelolaan usaha pertambangan.

Dalam beberapa kontrak kerjasama yang ditandatangani setelah

berlakunya UU Migas, antara lain terdapat klausula yang mengatur mengenai

3 Salim H.S, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarla: PT Raja GrafindoPersada, hal.
318 (mengutip Rudi M. Simamora, 2000:93).
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perpajakan. Datam klausula perpajakan tersebut, secara tegas menyatakan bahwa
Badan Pelaksana Migas wajib menanggung dan tidak membebankan kontraktor
atas pajak Indonesia lainnya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai, pajak pengalihan

{transfer tax), serta pungutan ekspor dan impor.

Pada dasamnya, pencantuman ketentuan yang menimbulkan kewajiban
kepada Badan Pelaksana Migas tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan
dalam pelaksanaan kontrak-kontrak yang ditandatengani setelah berlakunya UU
Migas sepanjang Badan Pelaksana Migas memiliki pembisyaan/fanggaran untuk

membayar pajak-pajak vang mienjadl tanggungannya teisebat,

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya Badan Pelaksana Migas
tidak memiliki pembiayaan/anggaran untuic membayar pajak-pajak yaog menjadi
tanggungan Badan Pelaksana Migas, sebagaimana tertuang dalam kontrak-kontrak
yang ditandatangani dengan kontrakior '

Berdasarkan ketentuvan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2002, distur bahwa Badan Pelaksana Migas. memperoleh
penerimaan berupa imbalan atas pelaksanaar fungsi dan tugasnya, dan besamya
penerimaan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagal suatu persentase

dari penerimaannegara dari setigp Kegiatan Usaha Hulu.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan ketentuan Pasal 31
ayat {1} Ull'Migas vang menvetakan babwa Badan Usahaatau Bentfuk Usaha
Telap vang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan
negara yang berupa pajak dan Penerimean Negara Buken Pajak menjadi tidak
dapat dilaksanakan sebagabmanda mestinya. Sebagal akibatnya Badan Pelaksana
Migas mendesak Pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan
publik untuk menerbitkan soatn  kebijakan upfuk dapat menyelesaian

permasalahan dimaksud.

Permasalahan klausula perpajakan dalam kontrak kerjasama merupakan
sustu bentuk lemahnya koordiossi antar departemen terkail di lingkungan
Pemerintah, disamping minimnya pengawasan lembaga legislatif (DPR-RD
terhadap substansi kontrak production sharing, mengingat setiap kontrak yang
telah ditandatangani oleh pihak kontraktor dan Badan Pelaksana Migas, salinan
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kontrak tersebut juga disampaikan kepada DPR-RI, khususnya pada komisi yang

membidangi migas.

Sebagian pembuat kontrak mempunval pandangan bahwz sebenarnya
substansi dari ketenfuan Pasal 31 ayat {1) UU Migas tidak berbeda dengan
ketentuan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 1971 yang mengatur bahwa penyetoran
kepada Kas Negara, membebaskan perusahaan dap/atau  kontraktor, serta
merupakan pembayaran dari pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya, Dalam
hal ini, mereka berpendapat bahwa meodel Production Contract Sharing (PSC)
masih tepat untuk diterapkan,

Hal tersebut kemudian berlenjut pada penyusunan konirak-kontrak pads
generast setelah berdakunya UU Mipas, yang dalam klausula perpajakannya masih
memberikan kelonggaran kepada kontraktor berupa pajak dan pungutan lainnya

yang difanggung oleh Badan Pelaksana Migas.

Pandangan lain menyatakan babwa model kontrak preduction sharing
tidak relevan lagi untuk diterapkan sejak berlakanya UU Migas.

Hal yang paling mengganggu adalab ketentuan tentang penggantianiolch
Badan Pelaksana Migas atas pajak-pajak darl kontraktor selain Pajak Penghasilan
dan Pajakofinal atas profit. Kontrak-kontrak vang ditandatanganio setelah
berlakunya Ul Migas tetap memuat Ketentuan tentang penggantian pajak oleh
Badan Pelaksapa Migas iepada kontraktor, sedanghkan UL Migas tidak thengenal
penggantian  ateu reimbutsmens pajgk. Semuz pemikitan  mengarah pada
reimbursement pajek, padahal menurut UU Mipss, kontrakior harus membayar

pajak, sehingga sistem reimbursmen: sebenarnya sudsh tidak ada lagi.”

Dilihat deri segi pihak vang menandatangani kontrak, dengan berlakunya
UU Migas, kedudukan Pertaming scbagai pibak yang beckontrak digantikan oleh
Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana Migas.

Badan Pelaksana Migas didirikan dalam bentuk badan hukum milik negara

(BHMN), suatu konsep badan hukum baru yang mulai diterapkan pada beberapa

* Hoesein Wiriadinata, Prakiik Perjonjion Bagi Hesil Minvak dan Gas Bumi dalom
Perspektlf Hukum Indpnusia, Volume 36-Nomor Z-Tabun 2807, Jakarty, Jurnal Hukum Bisals, ,
hal. 19,
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perguruan tnggi di Indonesia. Berdasarkan UU Migas dan Peraturan Pemerintah
Nomeor 42 Tahun 2002 tersebut, negara sebagai pemegang kekuasaan berwenang
memberikan kuasa kepada Badan Pelaksana Migas untuk melakukan penguasaan
pengelolaan atas bsban galian yang ada dalam wilayash hukum pertambangan

Indonesia,

Dengan melakukan kerjasama dengan badan hukum perdata dalam suatu
kontrak, maka penguasa negara atau Pemerintah menurut Kranenburg dan
Vegting bertindak sebagal organ’ dari badan publik yang berupa badan
hukum I:rf:rdfala.s3

Meskipun posisi Pemeriniah dalam suate kontrak sudah sangat jelas,
narmun dalambeberapa hal menimbulkan kesulitan, yaita apabila Pemerintah vang
beriaku sgbagal organ dari badan publik vang berupa badan bokum perdaia ferikat
pada suatu klgusula kontrak vang mengikal, sementara 11U Klausula terschut sulit
untuk dipenubi oleh Penserintah scbagat pemesang kekuasaan publik.

Masalah lain yang berkaitan dengan pungutan negara ini adalah mengenai
pajak impor sesuai section V.1.3.b, bahwa semua punguian negara di fuar
Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen,, dan Royalti sudah
termasulk dalam Bagilan Pemerintab bukan Pajak, karena itu pungatan-
pungutan. ini s¢penubnya merupakan beban Pertamina J{(atau Badan
Pelaksana Migas setelal UL Migas).™

Mencermati Klausula perpgjakan sebagaimana tersebul _di atas, pada
prinsipnya Penulis memahami bahvs dalam membentuk kontrak ierdapat salah
satu asas yaity zsas Kebebasan berkontak, yang mendasarksn pada ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) KUH Pecrdata babwa semua perjanjian yang dibuat secara sab

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

% Madiedi Hasan, Pacla Sum Servando, Pernerapan Asas “fanii ity mengithat” dalom
Kontrak Bagi Hasil & Bidong Minvek dan Gas Bumi, mengutip Kranenburg, R, e Vegting, WG,
Inleiding in het Nederindsxhe Administrstiefrecht, NV H.D. Theenk Willink & Zoon, Hasrlem,
1933, Jakanta: Fikahati Anssky, 2008, hal. 94,

* Abrar Saleng..omeif. hal. 113,
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Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang

untuk secara bebas dalam beberapa hal vang berksitan dengan perjanjian, di
antaranya:

bebas menentukan apaka is akan melakukan perjaniian atau tidsk;
bebas menentukan dengan siapa 1a akan melakuken penjanjian;
bebas menetukan isi atau klausul perjanjian;

bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

iR B Mo

kebebasan-kebebasan  lainmya yang tidak  bertentangan dengan
peraturan perundang undangan>

Dalam hal klavsula perpajakan dimaksud sebagai beniuk kebsbasan
berkontrak, maka sebaiknya sebelumn dilakukan penyusunan Kontrak produciion
sharing, Badan Pelaksana Migas perlu teriebih dahulu berkoordinasi dengan
Direkiorat Jenderal Pajak, Departernen Keuvangan apakah pengaliian beban pajak
yang scharusnya merpakan kewaiiban kontrakior berdasarkan keleniuan Pasal 31
ayat {1} UU Migss menjadi kewajiban bagi Perfamina (atau Badan Pelaksana
Migas setelah UU Migas); berientangan dengan peraturan perundang-andangan,

Dari aspek PPN, mengingat bahwa PPN merupakan golongan pajak
objektif, yang mana timbulnya kewajiban PPN dimaksud diawali dengan
obieknya, sedangkan subjek pajak hanyalah merapakan syarat pendukung sebagai
pihak yang bertanggung jawab atgs terutangnya pajak, meka sebemarnya hal
tersebut dimungkinkan, sépanjang Badan Pelaksans Migas'wemiliki pembiayaan
untuk menanggung pajak-pajak yang selaniuinya meniadi beban Badan Pelaksana
Migas.

Sedangkan dari aspek-#ajak Penghasilan, mengingat Pajak Penghasilan
merupakan golongan pajak subjektif, “artinya pajak dikenakan karena ada
subjeknya yakmi yang telah memenuli kriteria dan telah ditetapkan dalam

peraturan perpajakan, maka klausula © ... pungutan-pumsgutan ini sepenuhnya
merupakan heban Perfaminag ... ” menjadi tidak relevan untuk dilakukan, karena
kontraktor dan Badan Pelaksans Migas meropakan subjek pajak vang terpisah

atau berbeda.

* Ahmadi Miru, Hukum Kontrok don Perancangan Kontrok, Jakata: PT Raja Grafindo
Persada, 2008. hal. 4.
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Berbagai persoalan dalam pelaksanaan kontrak production sharing adalah

meliputi hal-hal sebagai berikut:

keamanan;
penerapan kebijakan fiskal;
gtonomi daerah;

mnternal restructionyang terkatt dengan restrukturisasi sekior;

A

perlunya mengamandemen kontrak production sharing, kerena dalam kontrak
tersebut Pertamina (Badan Pelaksana Migas) lebih banyak dirugikan, misalaya
tidak dapat melakukan terminasi suatu proyek yang dianggap merugikan.

Guna mengatasi permasalaban pajak impor, khususnya PPN Impor atas
barang-barang kebutuhan migas dimaksud, pada tahun 2007 Pemerintah telah
menerbitkan Peraturap Menieri Keuangan Nomor 178/PME.G11/2007 tentang
Pajak Pertambahan Milal DHaspgung Pemerntah atas Impor Barang untuk
Kegiatan Usahe Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumai serta Panas Bami (PMK
178 Tahua 2007), vang mempunyal masa berlaka selama 12 bulan (berlalu sejak
tanggat 1 Janwari 2008 hinggatanggal 31 Desember 20068}

Kemudahan di bidang. PPN  bagi kontrakter jupa diberikan dalam
kebijakan berupa penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan  Minyak dan Gas Bomi ‘ontuk  memungot, menystor, dan
melaporkan PPN dan PPnBM, berdasarkan pada Peraturan Menteny Keuangan
Nomeor HHPMKO3/2005{PMK 1142005

Hai-hal vang diatur dalam PMEK 1142005 antara lein adalah sebagai
berikut:

I. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Peénjualan atas Barang Mewah yang
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh
Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor
baik kantor pusat, cabang-csbang, maupun unit-unitnyas, yvang dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atac Jasa Kena Pajak
antar Kontraktor, maka yang berkewajiban uvatuk memungut, menyetor dan

melaporkan Pajak Pertambahan Nilat dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
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adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajek danfatan
Jasa Kena Pajak.

3. Pajsk Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak
dipungut cleh Kontraktor dalam hak:

a.

pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juia
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
yang menurut kefentwan perundang-undangan yang berlaku, mendapat
fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atan dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambshan Nilai;

pernbayaran atas peayerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bazhan
Bakar Minyak olels PT Pertamina (Perserol;

pembayaran atas rekening elepon;

pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusabaan

pencrbangain; atau

pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilal,

Pada prinsipnya PBN mempunyal sifat netral dalam perdagangan dalam

dan luar negeri. Netralnya PPN perdagengan dalam negeri dapat dilihar dax jalur

konsumsi maupun praduksi daa disiribusi.

Jalur konsumsi merupskan jaltr yang membentang dari produsen ke

konsumen, yang mana apabila teriadi penyerahan bargng darl pabrikan, importi

maupun perusahaan jasa tanpa perantara langsung kepada konsumen, sedangkan

dalam perdagangan luar negeri menguraikan tentang teori dan tujuan (destination

principle) dan teori tempat asal (origin principle).

Penerbitan PMK 178/2007 tidak mendasarkan pada Undang-Undang di

bidang perpajakan, namun mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008, Hal
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tersebut mengingat dalam Undang-Undang di bidang perpajakan tidak mengenal
bentuk fasilitas Ditanggung Pemerintah,

Bentuk fasilitas Ditanggung Pemerintah merupakan kebijakan yang
memeriukan penganggaran pada setiap tahun anggaran pada APBN, yang harus
dibahas dengan DPR-RI. Meskipun dalam jangka pendek permasalahan PPN
Impor untuk barang keperluan bidang usaba migas telah terselessikan, namun

dalam jangka panjang permasalahan dimaksud belum sepenubnya lerselesaikan,

Hal tersebut dengan mempeshatikan padajangka waktu kontrak-kontrak di
bidang migas yang telaly ditandatangani vang relatif cukup lama (kurang lebih 30
tahun), sementara’itu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah perlu

dilakukan pembshaman pada setiap tahunnya.

Jangka waktu kontrak production sharing telah ditentukan dalam Pasal 14
den Pasal 15 Ul Migas, vang dilaksanakan paling lama 30 Qtiga puluh} fahun,
scjak ditandatanganinya. Jangka woktu tersebut dapat diperpaniang antuk jangka
waktu paling Jama 20 {dua puluh) tahun. Janpka wakiu tersebut terdin atas jangka
waktu eksplorasi danjangka waktu eksploitasi.

Jangka waktu kegiatan eksplorasi dilaksanakan selama 6 (enam) tahun dan
dapat diperpanjang hanya | {satu) kali periode vang dilaksanakan paling lama 4
{empat) tahunoJadi total jangke wakin eksplorasi adalah selama 10 (sepuluh}
tahun. Sementara itu, jangka wakty Kegiatan eksploitasi perfamas adalah selama 20
{dua puluh} tabun dHambah dengan perpaniangannva selama (203 dua pulvh
tahun. Jadi total jangka waktu kegistan eksploitasi adalah selama 40 {empat
puluh} tahun.

Pada tahun 2008 telah diterbitkan Wndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahug 1983 tentang
Pajak Penghasilan (UU Perubshan Keempat UU PPh). Dalam ketentuan Pasal
31D UU Perubahan Keempat UU PPh, terdapat ketentuan yang mengatur
mengenat perpajakan di bidang migas vang selanjutnya akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 31D merupakan ketentuan yang bersifat baru, yang

memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyusun peraturan yang
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antara lain suhstansinya mengatur mengenal pengeluaran-pengeluaran yang

diperbolehkan urtuk dibebankan sebagai biaya {deductibie),

amortisasi/penyusutan, dan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang
diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan bidang migas lainnya.

Selama ini, ketentvan yang mengatur tentang hal-hal dimaksud adalah
sebaga herikut:

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.012/1984  tentang
Penentuan Jenis-jenis Harta dalam Masing-masing Gelongan Harta untuk
Keperivan Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Kontrak
Praduction Sharing dalam Explorasi Dan Exploitasi Minyak Dan Gas Bumi
dengan Perusahaasn Pertambangan Minvak Dan Gas Bumi Negara
{Pertamina) yang Ditanda Tangani Setelah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1985 sebagaimana feish beberapa kall diubah tcmakhir dengen
Keputusan  Menteri Keuzngan Nemeor 120/KMK.012/1986 (sudah  tidak
berlaku sejak 1 Janvari 2001 dan tetap berfakw sampal dengan
berakhirnya- masa kontrak yang ditandatangani sebelnm. beriakunya
Keputusan Menteri Kevangan Nomer 521/KMK.04/2000);

2) Keputusan Menteri [Keuangan Nomor 458/KMK.012/1984 tentang
Tata. Carar Perhitungan dan’ Pembayaran Pajak Penghasilan yang
Terhutang oleh Kontraktor. yang Mengadakan Kontrak o Production
Sharing dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan
Perugahaan Peértambangan Minyak dan Gas Bumi Negars (Pertaming)
sebagaimana telah beberapa kali-diubah terakhir dengan Keputusan Menter:
Keuangan Nomor 818KEMR.012/1983;

3} Keputusan Menteri Keugngan Nomor S21/KMK.04/2000 tentang Jenis-
Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk
Keperluan Penyusutan Bagi Kontrakior Yang Melakuken Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil
Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
(Pertamina), (berlaku mulai 1 Januari 2001).
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Beberapa hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut:

a. kontraktor adslah setiap kontrakror beserta partnernya yang mengadakan
kontrak production sharing dalam eksplorasi dan atau eksploitasi
minyzak dan gas bumi dalam suatu wilayah kerja tertentu yang ditanda tangani
pada tanggal 1 Japuart 1984 dan sesudahnya;

b, Dasar pengenaan PPh yang terhutang oleh kontraktor adalah Penghasilan
Kena Pajak.

c. Kontraktor wajib memotong PPhsgbesar 20% {dua puluh persen) dari
keuntungan sesudah dikurangi PPh.

d. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1} Untuk-menghitung Penghasilan Kena Pajak, penghasilan bruto dikurangi
dengan  biaya-biaya uniuk mendapatkan, menagih dan memelibara
penghasilan serfa penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Undang-{Undang Pajak Penghasilan 1984;

2) Penghasilan bruto izish nilailwang yang direalisir kontrakter dari
produksi bagiannya yang lerjoal;

3} Biaya-biaya untuk mendapatkan, “menagih, dan.memelibara
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk bonus
penandatanganan, bonus  kompensasi data, bonus produksi, bonus
pendidikan dan bonus lainnys dengan nama apapun, serts penyusutan
dengan  memperhatikan ketentuan o sebagaimana’y dimaksud  dalam
Keputusan - Menteri - Keuangan Nomor - 457/KMK.012/1984  dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto. sesual dengan ketentuan-ketentuan
Undang-Undang Pajak Peaghasilan 1984,

4} Harga perolehan dari harta tak berwnjud sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (10) serta biaya untuk memperoleh hak dan/atau biaya lain
sgbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) UU PPh,
sepanjang berkenazan dan untuk keperluan pengembalian biaya terhadap
biaya survei dan biaya pengeboran tak berwujud (intangible

drilling cost) dapat diperhitungkan sepenuhnva.

Penulis meyakini bahwa pembahasan Peraturan Pemerintah sebagaimana

tersebut di atas dengan unit-unit terkait tidak akan mudah mudah dan tentu akan
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memerlukan wakiu yang lama, mengingat Persturan Pemerintah fersebut
bermaksud menyelaraskan penghitungan  pajak penghasilan  berdasarkan
uniformity  principle  {prinsip kescragaman} dengan penghitungan pajak
penghasilan berdasarkan UUJ PPh,

Uniformity principle menyatakan bahwa semua beban yang diakui sebagai
cost recovery merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dapat dibebankan
sebapal bhiaya {deductible). dalam rangka penghitungan pajak penghasitan
kontraktor kontrak production sharing®Pada sisi lain terdapat beberapa jenis
pengeluaran yang bukan merupekan unsur casf recovery (tidak cos? recoverable)
merurut kontrak tetapi dapat dibebankan sebagai biayas dalam menghitung
penghasilan kena pajak.

Pengeluaran  tersebui  antara Jain  berupz bonus, termasuk  bonus
penandatanganan, bonus kompensasi data, bopus produksi, bonus pendidikan,

bonus lainnya dengan nama apapun.

Dengan demikian cost of oif harus sama dengan cost of igx, atau biaya-
biava operasi yang boleh dibebankan 7ocesé recoverable) imenurmut kontrak
production sharing harus sama dengan biaya-biaya yg boleh dibebankan menurut
UL PPh fiax deductible)

Pada sistern kontrak produciion sharing, pembagian hasil dilakukan
setelah cost regovery vang dikeluarkan oleh Kontrakior dibayarkan terlebih dahulu
dari produksi migas vang dihasilkan. Dengan demikian penerimaan negara dari
bagi hasil tersebut sangat bergantung pada nilai cost recovery yang diklaim oleh

kontraktor kepada Badan Pelaksana Migas.

Kentrak Production Sharing dan Kontrak Production Sharing Model Non
Cost Recovery

Saat ini para ahl sedang dikaji kemungkinan menerapkan kontrak
production sharing model non cosf recovery, pembagian hasil dilakukan langsung

dari produksi migas yang dihasilkan. Pembayaran cost recovery dilakukan sendiri

* Anwar Kusdianto, Kontritusi Penerimaan Migas puda APEN, Majsloh Berita Pajak
Yol X1 Nomeor 1804 Februari, Jakarta: FT Ikear Mandis! Absdi, 2008, hal. 44,
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oleh kontraktor menggunakan bagian migas yang diterimanya. Perbandingan
kedua model ini dapat dilihat pada gambar berikut:

(Gambar 1. Diagram Perbandingan Kontrak Production Sharing dan Kontrak
Production Sharing Model Non Cost Recovery.

...... TP R—————— |
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Dengan kontrakior share yang sama sebesar 85:15 untuk minyak dan
70:30 untuk _gas, dapat dipastikan bahwa model kontrak production sharing non
cosi recovery tidak akan menarik dibendingkan kontrak production sharing.
Karena pada kontrak production sharing non cest recovery bagian Kontrakfor
masih kotor {(belum dikurangl ¢os? recovery). Oleh karenanya, agar kontrak
production sharing no# cest recovery dapat memberikan Keuntungan sama dengan
kontrak production sharing, konirakior share harus dinarkkan meniads lebib dani
15% untuk minyak atau lebih dan 30% uptuk gas.
Dalam beberapa pengkapan diperoleh bahwa agar kontrak produciion
sharing non cost recovery memberikan IRR sama dengan kontrak
production sharing bagl Kontraktor, maka contracior share-nya harus
dinaikkan menjadi berkisar 28,23% (dua puluh delapan koma dua puluh
tipa persen) untuk minyak atau 40.28% (empat puluh koma dua puluh
delapan persen) untuk gas bumi. Sedangkan dari sisi Pemerintsh, apar bagi
Pemerintah kontrsk production sharing non cost recovery memberikan
penerimaan bagian Penerintah sama dengan kontrak production shuring,

maka contractor share-nya dapat dinaikkan menjadi berkisar 28,12% {(dua
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puluh delapan koma dua belas persen) untuk minyak dan 39,33% (tiga

puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) untuk gas bumi.’’

Terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis dari model kajian kontrak
production sharing non cost recovery tersebut, yaitu atraktivitas investasi,
efisiensi biaya, optimalisasi produksi, dan kondisi pasar. Afraktivitas investasi
(kemampuan menarik investor untuk melakukan investasi) yang dihasilkan dari
model] ini bisa dikatakan cukup rendah, tidak seperti model kontrak production
sharing yang memberlakukan cost recovery:

Oleh karena itu, model-kKontrak production sharing non cost recovery
kurang dapat merangsang investor untuk mencari cadangan-cadangan baru yang
lebih potensial dengan tingkat kesulitan/ketidakpastian yang tinggi: Keberanian
investor untuk melakukan eksplorasi menjadi berkurang, karena secara psikologis
sudah dibayang-bayangi oleh kemungkinan investasi yang telah dikeluarkannya
tidak akan kembali.

Pada akhimya, kontraktor cenderung membatasi diri dalam mengambil
keputusan untuk-melakukan eksplorasi migas di Indonesia, Eksplorasi-dirdaerah-
daerah remote cenderung dihindari olch kontraktor:

Pada dasarmya, atraktivitas investasi yang tinggi akan sangat
menguntungkan'bagi Pemerintah, karena dapat meningkatkan arus investasy'yang
masuk ke.dalam negeri. Dengan,masuknya investasi tersebut, kemungkinan
ditemukannya.eadangan-cadangan ‘migas baru menjadi jauh lebih besar. Oleh
karenanya, dengan mempertimbangkan aspek ini Pemerintah “berkepentingan
untuk tetap mempertahankan kontrak production sharing yang memberlakukan
cost recovery.

Pada saat yang bersamaan, meskipun atraktivitas investasi yang dihasilkan
cukup rendah, model kontrak production sharing non cost recovery memiliki
kemampuan mendorong investor untuk melakukan efisiensi lebih baik
dibandingkan model kontrak production sharing yang memberlakukan cosf
recovery.

Tidak seperti kontrak production sharing yang memberlakukan cosf

recovery, dampak efisiensi yang dilakukan pada kontrak production sharing non

7 Ibid., hal.45.
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cost recovery lebik dirasakan manfaatnys oleh kontraktor. Dorongan untuk
melakukan investasi yang tidak perlu dapat ditekan dengan sendirinya, karena
akan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap arus kas kontraktor. Pada
kontrak production sharing yang memberlakukan cost recovery, dorongan untuk
melakukan investas: yang tidak perlu jauh lebih kuat daripada melakukan efisiens
biaya, karena multiplier efek jauh lebih dirasakan daripada manfaat efisiensinya.

Namun demikian, investasi yang tidak perlu ini kemungkinannya keci!
dilakukan oleh kontrakior pada maza eksplorasi.

Betapapun efisiensi yang dilakukan oleh kontraktor kontrak produciion
sharing vyang memberiakukan c¢osf recoverpy jauh | lebih  menguntungkan
Pemerintah dibandingkan kantrak production sharing non cost recovery, namun
efisiensi fersebut tidak akan rmungkin dilakukan oleh kontraktor tanpa adenya
pengawasan yang ketat dari Badan Pelaksana Migas. Oleh karena i, dalam hal
ini Pemerintéh sebenamya lebih aman jika menggunakan konirek production
sharing pon cost recovery, mengingat sulitnya pengawasan di lapangan.

Apalagi dengan model kontrak prodacition sharing norn cost recovery,
Pemerintah. tetaplebih divntungkan davipada kontrak production sharing yang
memberiakukan cosf recovery meskipun kontraktor mefakukan pemborosan biaya.

Dampak negatif dari penuringn) produksi jauh lebih dirasakan oleh
kontrakior yang menggunakan model kontrak production sharing non cost
recovery dibandingkan koulrak prodeciion sharing yapg memberlakukan cost
recovery. Sebaliknya, dampak positif dari penmgkatan produksi juga lebih
dirasakan oleh kontraktor yang mengpunakan model kontrak production sharing
non cost recovery. (leh karena ity, denganmodel kontrak production sharing non
cost recovery konlraktor akan lebih terpacu ‘untuk melakukan optimalisas
produksi dibandingkan modetl kontrak production sharing yang memberiakukan
cost recovery.

Bagi Pemerintah penurunan maupun peningkatan produksi minyak
dampaknya tidak berbeda antara kontrak production sharing yang
memberlakukan kontrak production sharing non cest recovery dan kontrak
progduction sharing non cost recovery. Perbedaannya baru dirasakan saat kenaikan

produksi pas, kontrak producition sharing yang memberiakukan cost recovery
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lebih menguntungkan bagi Pemerintah daripada kontrak production sharing non

cost recovery. Namun, mengingat dengan kentrak production sharing yang

memberlakukan cosr recovery kontraktor tidak lebih tertantang untuk melakukan
optimalisasi produksi, kontrak production sharing non cost recovery bisa jadi
alternatif yang lebih menguntungkan bagt Pemerintah.

Keuntungan akibat kenaikan harga migas di pasaran jauh lebih dirasakan
oleh konfraktor yang menggunakan kontrak production sharing non cosi vecovery
dibandingkan kontrak production sharing yang memberlakukan cost recovery.
Sebaliknya, harga migass yang rendah lebih dapai menarik investor yang
menggunakan kontrak production sharing yang memberlakukan cost recovery
dibandingkanvkontrak preduction sharing non cost recovery. Jadi, pada saat harga
migas lesu, mvestor tidak akan tertarik dengan konirak production sharing now
cost recovery,

Bagi Pemerintah windfal! profit jauh lebibh menguntungkan pada kontrak
production sharing vang memberlakukan cost recovery dibandingken kontrak
production sharing non cost recovery. Namun, dengan natknya harga migas
kemungkinan kontraktor melakukaninvestasi yang tidak perlu jugamakin tingei.

Oleh karenanya, kontrak production sharing non cost recovery bisa
dijadikan alternatif yang lebili menguntungkan bagi Pemerintah. Apalagi denpan
kontrak production sharing nen cost recovery ini Pemerintah jauk lebih
diuntungkan daripada Kemdrak prediciion sharing yang memberlakukan coss
recovery, meskipun harga migas kembali turun.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari peniclasan df atas adalah:

1) kontrak preduction sharing non costaecovery korang menartk bagl investor
meskipun kontraktor shere-nya dinaikkan (minyak bumi 71.77 © 28.23, dan
gas bumi 59.72 : 40.28), karena kontrak production sharing non cost recovery
memberikan real IRR lebih kecil dibandingkan IRR yang dihasilkan dari
model kontrak production sharing.

2} kontrak production sharing non cosi recovery lebih menguntungkan negara
daripada kontvak production sharing, meskipun bagian Pemerintah diturunkan
dari 85% {delapan puluh lima persen) menjadi 71.77% {tujuh puluh satu koma
tujuh tujuh pulub tujuh) untuk minyak dan dart 706% (ujuh puleh persen)
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menjadi 59.72% (lima puloh sembilan koma tujub pulub dua persen) untuk

gas bumi, karena kontrak production sharing non cost recovery memberikan
net bagian Pemerintah vang lebih besar dibandingkan net bagian Pemerintah
yang dihasilkan dari model kontrak production sharing.

3} Klausula-klausula pada kontrak produciion sharing dan pengawasannya yang
masih longgar harus segera dibenabi, untuk memperkecil kemungkinan
terjadinya inefisiensi/kerugian dalam pelaksanaan cost recovery.

4) Dalam hal kebijakan tersebut diimplementasikan, model kontrak production
sharing non cost recovery lebih cocok diterapkan untuk blok-blok vang akan
diperpamjang kontrakaoya, bukan blak bare vang akan dieksplorasi.

Perancangan suatu sistem perpajakan atas perizmbangan mineral dan
migas bukan merupakan tuges yang sederhana, karena harus:

a. memberikan bagian hasil vang adil bagi negara;

b, bersifar stabil;

¢. iransparas dan berlaku bagi semua perusahaan (the fevel of playing

Sield);
d. mudahdipahami;
e. mudah diadministrasi; dan

£ kompetitif secara intemasicnal.”

Dart aspek  adminisirast, Departemen  Keuangan melalul Direkilorat
Fenderal Pajak berwenang untukomelakokan pengawasan feghadap kontraktor
produciion sharing wmeialui Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP). Dengan
pemilikan NPWYF perusahaan kontrakier productien sharing berkewajiban untuk
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan atas Pajak
Penghasilan dan Pajak Pectambahan Nilat, namun demikian disadari bahwa secars
substansi fungsi pengawasan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderai
Pajak terhadap kontraktor production sharing dalam rangka mengamankan

penerimaan negara relatif masih lemah,

Pengawasan secara substansi terhadap cost recovery dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemberlakuan UU Migas

# Pricewaterhouse Coopers, Mineral Taxation Policies in Asia, 2008, hal 6,
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yang mengalihkan fungsi pemegang kuasa pertambangan dart Pertamina kepada
Badan Pelaksana menyebabkan pengawasan terhadap cost recovery selain
dilakukan oleh BPKP jupa dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan pajak atas bunga, dividen, dan rovalti, kepada kontrakior
dikenakan tarif sebesar 20%. Namun, pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas
bunga, dividen, dan rovalti hanya dilakukan terhadap kontrakior internasional,

sedangkan untuk perusahaen swasta nasional tidak dikenakan pajak final tersebut.

Penerimaan perpajakan dari pengelolaan sumber daya alam migas yang
diperoleh melalui jpajak adalah sebesar 30% (tiga pulul persen) tarif pajak
penghasilan badan untuk kontraktor dan 20% (dua puluh persen) untuk pajak atas

bunga, dividen, royalti untuk kontrakior perusahaan migas internasional.

Kedua tarif pajak vang harus dibayar oleh kontrakior production sharing
tersebut mempergunakan tarif efckiif feflective rate) sebesar 44% (empat puluh
empat persen). Tarif efekiif sebesar 44% sebagaimana tersebut i atss diperoleh
dari perhitungan= 30% (Corvorate tax) + 20% (100%-30%).

Tarif pajak efektif ini menunjukkan bagian keuntungan kontraktor yang
harus dibayarkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak Depariemen

Kenangap sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan di bidang perpajakan.

Uniformity principie vang _dianut dalam kopiak prodwetion sharing
antara Badan Pelaksana Migas dan kontrakior menyebablan keterbatasan
Depariemen Keoangan melabil Direktoral Jenderal Pajak untuk melakukan
pengawasan terhadap kewaiiban perpajakan yang scharusnya dibayar kontraktor.

Sedangkan untuk fasilitas ~ bea’ masuk terhadap kontrak yang
ditandatangani setelah UlJ Migas, telah diterbitkan PMK 97/2006 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dann Gas Bumi, yang dilanjutkan dengan 2 {dua) PMK 177/2007 fentang
Bembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan (sas Bumt seria Panas Bumi dan PMK 179/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau di Bawah
Alr.,
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Untuk fasilitas bea masuk, relatif tidak menimbulkan keresahan ataupun
keragu-raguan bagi kontraktor, mengingat kedua PMK dimaksud berlake untuk
jangka waktu yang tidak tententu (berbeda dengan fasilitas PPN). Darl aspek
landasan yuridis juga telah cukup knat untuk memberikan fasilitas bagi kegiatan

usaha di bidang migas.
Gambar 2. Skema Fasilitas Perpajaken dan Kepabeanan untuk Kegiatan Usaha
Migas,
_ Selelum Gesudal 1.,
Kﬁl“\ / ﬂiag,
I’aiak Pabean fﬁl‘ak Patssn:
™, l Bea
Ly Ben PPN DTP &
dan PR bgsule
%sax\t
Peraturan Muanter
Ferahran Monton Peramasan Meonter Keuangan
Keuangan Keuangan o
Nemor Momor 97/ PMEK 010/ 2006
20/ PRMK 010/ 24X88 178/ PMECO1L £ 2007 (hla migas)
{hulu migas + pabum) berlaka sampai
berlake sonypai dengan 13 Juk 2007
dengan
31 Desember 2002
diganiion
Peraturan Menteri
Keuangan
Nopor
177/ PMK N F 2087

{hulu migas + pabum)

Pada lima tahun terakhir, jumiagh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
memang relatif mengalami peningkatan seiring dengan jumlah kontrak wilayah
kerja baru yang ditandatangani. Pada bulan November tahun 2004 Jumlah KKKS
mencapal 119 {scratus sembilan belas) blok dimana 102 (seratus dus) adsleh
kontrakior production sharing dan V7 (tujuh belas) adalah JOB/IOA.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi jumlah kontrak blok baru
{wilayah kerja pertambangan) yang ditandatanpani selama periode lima tahun,

teriihat bahwa investasi di sektor migas terus bedowang. Pemberian insentif
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termasuk mengurangi bagian Pemerintah telah diberikan, meskipun hal tersebut

sebenarnya akan merugikan Pemerintah untuk jangka panjang.

Jika pada tahun 1999 jumlah kontrakior bagi hasil atsu kontraktor
production sharing baru sebanyak 4 (empat} buah, pada tahun berikutnya (tahun
2000) banya 1 {satu) kontraktor production sharing. Selanjutnya tahun 20071 naik
menjadi 9 (sembilan) kontraktor production sharing, tetapi di tahun 2002 kembali
turun menjadi hanya | {satu) koniraktor production sharing, pada tshun 2003 naik
cukup signifikan meniadi 13 (lima belas) Kontrakior production sharing, namun
Tahun 2004 kembali turun genjadi hanya 1 {(satu), kontraktor prodiction
sharing.”®

Pada tabun 2005 dan tabun 2006 masing-masing telah ditandatangani 5
(hma) konteak piroduction sharing bary, dan pada tahun 2006 terdapat 7 (tujuh)

blok yang harus dikembalikan katena kontraknya berakhir. Sedangkan pada tahun
2007 ditandatangant 9 (sembilan} kontrak praduction sharing baru.

Gambar 3. Tabel Jumiah Kontrak ‘Baru di Bidang Migas yang Ditandatangani
Rejak Tahun 1999,

e e ek S it gt

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2666 2007

Dengan adanya penambahan dan pengembalian wilayah keria fersebut,
maka pada akhir tahun 2008 Badan Pelaksana Migas menangani 140 (seratus
empat puluh) wilayah kerja yang terdiri dari 535 (lima puluh lima) wilayzh keria

“ Badan Pelaksans Kegiaan Usaha Hulu Migas (BP Migas), Pemerinteh Republik
mdonesia, Leporan Kegiatan BP Migax Periode 2002-2004. 2604, 31 Okt 2008,
<httg/Mwweebpigas.coméiaporan-2002-2004.asp.>.
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yang sudah berproduksi dan 85 {delapan puluh lima) wilayah kerja vang masih
dalam tahap eksplorasi. Pada wilayah kerja yang berproduksi, sebanyak 14 (empat
belas) dikelola oleh perusahean nasional, sedang pada wilayah kerja vang belum
berproduksi sebanyak 31 (figa puluh satu} dikelola perusahaan nasional.

Demikian pula jumlah investasi di bidang ecksplorasi di tahun 1998
mencapai US$ 1 miliar, tetapi di tahun 2000 berkurang menjadi hanya USY 428
juta, tahun 2002 menjadi USE 574 juta dan tahun 2003 hanya scbesar US§ 244
Jjuta.

Selama tahun 2006 pengeluaran yang dibelanjakan untuk kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bur di Indonesia berjumlah USS$ 971 miliar, sebagian
besar pengeluaran (US$ 7,99 miliar) untuk wilayah kerja vang sudah produksi.
Pemngkatan penpeluaran pada wilayah kerja produksi terutama diakibatkan oleh
adanya pengembangan lapangan-lapangan minyak dan gas bumi baru. Sedangkan
kegiatan eksplorasi migas.yang dilekukan pada wilayah kerja yang belum
produlksi pada tahun tersebut tercatat sebesar US$ 1,72 miliar atau naik 47% dari
tahun 2005,

Berbanding lurus dengan jumlah kontraktor preducsior: sharing baru dan
investast di bidang migas, produksi minyak menunjukkan fren yang menurun dari
tahun ke tahun. Tercatat hingga bualan Agustus 2007, produksi minyak bumt rata-
rata per hari tahun 2007 bart menembus angka 8397 ribu barel, (sedikit lebih
rendah dibandingkanahun sebehumnya).*®

Berdasarkan tabel jumlah kontrak baru di bidang migas sebagaimana
tersebut di atas, dengan-menunjuk pada beberapa parameter ketertarikan investor
di bidang migas lainnya vang relatif bersaimg atau bahkan lebih unggul
dibandingkan dengan negara-negara di asia tenggara lainnya (Malaysia, Thatland,
Philipina dan lain-Iain), antara lain wilayah kerja di Indonesia yang lebth banyak
dan luas serta lebih menarik, tingkat keamanan yang cukup kondusif, maka faktor
“kepastian hukum” di bidang pajak menjadi sangat menentukan bagi investor di

bidang migas untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

% Subsidi Energi dan Pengamongn Krisis 2008 disahkan, Buletin Minyak dan Gas Bumi,
Edisi Kedug November 2007, Jakaria, hal 14,
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2. PERLUNYA KEPASTIAN HUKUM PERLAKUAN PERPAJAKAN
DAN KEPABEANAN TERHADAP BIDANG USAHA MIGAS DAN
IMPLIKASINYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

Permasalahan lain yang timbul sehubungan dengan kebijakan Pemerintah
di bidang usaha migas saat ini adalah para kontraktor memerlukan suatu kepastian
hukum untuk berinvestasi di bidang migas di Indonesia, khususnya berkaitan
dengan penawaran wilayah kerja baru yang ditawarkan olel DESDM.

Peraturan perundang-ufidangan di bidang investasi selame kurun wakin
terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian bukum. Hal int
disebabkan muncilnya peraturan yang cendering memberatkan investor.!

Besar kecilnya berbagai pajak dan pungutan dapat menjadi incentive atau
disincentive bagi pemegang kuasa pertambangan dan atan kontraktor.®

Hal tersebul dapat dipabami jumlah invesiasi yang skan dilanamkan relatil’
cukup besar sehingga investor di bidang migas perlu memperhitungkan biava-
biaya yang perlu dikeluarkan.

Bitinjau_dari  hierarki * peraturan . perundang-undangan, kedudukan
Peraturan Menteri Keuangan memang tidek secara tegas diatur dalam Undang-
Undang Nemor 10 Tahun 2004 tenteng Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (UU Nemor 10 Tahun 2004}

Jenis dan hierarki Peraturan Petundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang;
Peraturan Pemerintsh;

Peraturan Presiden;

ol Sl

Peraturan Daerah.®

& Brman Radjsgukguk, Hukum Investast indoresia, Pokok Batiasan, Jokaria: 2006,
hal.54.
* Abrar Ssleng. op.cit,hal 109,
© Indonesia, Undang Undang tentong Pembentukan Persturan Perundang-undangan
Beserta Peraturan Pelaksamaannya, UL No, 10 Tahen 2004, LKW Mo, 83 Tahun 2004, TEN. No,
4389.
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Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (4 UU Nomor 10 Tahun 2004
dicantumkan penegasan bahwa jenis persturan perundang-undangan selain
sebagaimuna tersebut di atas, diskui keberadaannya dan mempunyal dan
mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintabkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada oprinsipnya ketentuan mcogenai tata cara pengajuan rancangan
peraturan menlert keuangan tidak diatur secara tegas dalam UU Nomor 10 Tahun
2004. Namun demikian dalam penyusunan rancangan peraturan perudang-
undangan di lingkungan Departemen Keuangan, kbususriya penyusunan peraturan
menteri  keuangan dan | peraturan = pelaksanaan yang dibawahnya adalah
berpedoman pada Peraturan Menteri K euangan Nomor 283/KMK..01/2003 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Departemien Keuangan (PMK 283/2003); yang secara malerial selaras 'dengan
mater: yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004

Sesuai denpan ketentuan ‘Pasal 10 ayat (1) PMK 28372003, dalam
penyusunannya PMK 178/2007 dipersiapkan olehunit organisasi eselon T terkait
{(dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal) vang disampaikan kepada Menteri
Keuvangan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Jeaderal dan Biro Hukum,

Pada pritsipnya penerbitan PMK 178/2007 secara prosedural telaly sesuat
dengan ketenluan vang berlaku (UU Nomor 10 Tahun 2004.dan PMK283/2003),
manun  demskian  kekbawatiran investor mengenai o kepastian _bukum PMK
178/2007 dimaksud tidak pada kedudukan dari segi hierarki; namun febih
ditujukan pada janpgka waktu PMK 178/2007 sendiri yang menyesuaikan pada
Tahun Anggaran APBN yang bersangkutan, sehifgga dalam hal Pemerintah
berkomitmen untuk tetap memberikan Rebijakan dimaksud maka pada setiap
pergantian Tahus Anggaran Pemerintah harus memperbaharul PMK 178/20607
dimaksud.

Hal tersebut berdampak pada keragu-raguan kepmda para investor di
bidang migas, khususnya mengenai kepastian kebijakan yang akan senantiasa
berkelanjutan berkaitan dengan PPN atas impor barang kebutuban di bidang

raigas. Sementara pada satu sisi investor harus memperhitungkan investasi dan
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biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha bidang migas yang berlangsung

cukup lama.

Untuk mewujudkan sistem hukuem yang mampu mendukung iklim
investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan
biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata

kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum.*

Dalam APBN, Pajak Ditanggung oleh Pemerintah (Pajak DTP) akan
dicatat sebagai bagian atau tambahan pada penerimaan perpajakan sedangkan di
sisi pengeluaran, dicatat'dalam jumlah yang sama, sebagai tambahan pengeluaran
dalam bentuk subsidi pajak (tax expenditure).

Mengingat Pajak DTP tersebut masuk ke penerimaan, maka secara tidak
langsung akan meningkatkan nilai kinerja Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan, sehingpa. penerimaan riil  Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan menjadi bertambah (makin tinggi).

Kebijakan Pajak DTP mulai dikenal pada APBN Perubahan Tahun 2002.
Pengertian Pajak DTP sama dengan pengertian "tax expenditure” yang banyak
diterapkan di kelompok negara industri maju yang tergabung dalam Organisasi
untuk \Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan juga telah sesuai
dengan klasifikasi pendapatan negara dalam "Government Financial Statistic”
(GFS) tahun 2001 serta IMF paper.

Dalam memberikan bentuk fasilitas dimaksud, Pemerintah harus terlebih
dahulu menganggarkan pagu pembiayaan dalam RAPBN untuk dibahas degan
DPR. Dalam hal DPR.telah menyetujui pagu’pembiayaan dimaksud, Menteri
Keuangan menerbitkan landasan yuridis untuk pelaksanaannya.

Untuk mendorong investasi sektor energi, dalam Rancangan APBN

Perubahan Tahun 2008 terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar

Rp17,1 triliun. Jumlah itu antara lain terdiri dari beban Pajak Penghasilan

® Erman Radjagukguk,. op.cit., hal.51.
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(PPh) panas bumi sebesar Rp0,5 triliun dan beban PDRI untuk eksplorasi
minyak dan panas bumi sebesar Rp7,8 triliun.*®

Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pelaporan berbagai
jenis subsidi pajak vang diberikan oleh pemerintab daiam bentuk Pajak DTP,
sehingga pelaporan dari realizasi DTP tersecbut dapat dileksanskan setiap

bulannya.

Mekanisme pelaporan vang aken dibangun adalah dengan koordinasi
antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direkiorat
Jenderal Perbendaharaan dengan maksud apar ketiga unit dimaksud dapat
mengkoordinasikan pelaporan pajak DTP tersebut secara regular, sehingza pada

saat laporan semester Pemerintah telah mempurnyai nilat Pajak DTP dimaksud,

Terhadap pecmasalzhan kebilakan PPN atas imporiest barang-barang
kebutuhan migas tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi yang mungkin dapat
ditempuh oleh Pemerintah, yainu sebagai berkot:

1. Melakukan Amandemen atau Perabahan terhadap Kontrak-kostrak

yang Ditandatangani Setelah Berlakunya UU Migas.

Pada prinsipnya amandemen’ ataw perubahan dar suatu kentrak
dimmumgkinkan sepanjang disepakati cleh kedua belah pihak. Altermatif ini
ditempull dengan maksud vtuk inenyelaraskan kontrak-kontrak yang telah
ditandatangani sefelah’ berlakunya UL Migas dengan, semangat atau jiwa
ketentuan perpajakan schagaimans diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Migas
yang menyatakan bahwa Dadan Alsaha. atau Bentok Usaha Telsp yang
melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang

herupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam hal ini, kontrak-kontrak vang telah ditandatangani dimaksud
tidak lagi menerapkan model kontraktor produciion sharing, sehingge tidak
dikenal lagi sistems penggantian atau reimbufsment pajak. Namun demikian,

penulis berpendapat bahwa alternatif ini relatif sulit untuk ditermpuh

% Caraian Praktek Perpajakan Kite, Pajuk Ditanggung Pemerintah Dewmi Investasi dan
Stabilitas Harga, 2006. 31 Okt 2008
<http:/pajaktaxes. blogspat.com/2008/03/pajak~ditanggung-pemerintah-demi. htmb»,
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mengingat Kontraktor-kontraktor dimaksud saat ini telah menikmati fasilitas
PPN DTP berdasarkan PMK 17872007, disamping posisi Badan Pelaksana
Migas yang cukup lemah mengingat saat ini Indonesia sangal memeriukan

peningkatan penerimaan dari sektor migas.

Secara yuridis formal, seharvsnya para pihak mempunyai kedudukan
yang sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak. Namun dalam
kenyataannya bentuk dan isi kontrak biasanya telah ditentukan dan disiapkan,
vang lazim disebut sebagai standar kontrak.

Standar kontrak -merupakan perjanfian varg #elah ditentukan dan
dituangkan dalam bentuk ftemulin, Mariam mengemukakan bahwa standard
kontrak merupakan perianifan vang telah dibakukan.

Ciri-ciri perjanjian bake adafab:

1. isinya difetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekenominya
kuat;

2. masyarakat (kontrektor) sama sekali tidak ikut “bersama-sama
menentukan isi perjanjian;

3. terdorong oleh kebutuhan kontrakior terpaksa menerima perjanjian
dimaksud;

47 bentitlc tertentu (tertulis);

5. dipersiapkanseara massal dan kolektif %

Persozlannya adalah apakaih dengan adanya berbagei syarat-syaral
baku tersebut kontrak production sharing yang ditandatangani oleh para pihak
mempunyai kekuvatan hukum mengikat. Terdapat dua pendapat berkaitan
dengan permasalahan terscbut, yaitu ajaran penaklukan kemauvan yang
dikemukakan oleh Zeylermaker. Sebagai modifikasi dari ajaran tersebut, Stein
berpendapat balwa pihak-pthak peserta lain sama sekali tidak mau tunduk
kepada syarat-syaral vang tidak menguntungkannya, melainkan kepads

klausula-klausula vang pantas,

“ Salim HS. Op.eit,,. (mengutip dari Mariam Darusbadriizaman, 1980:4), hal 342
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Pandangan lain berpendapat bahwa perjanjian baku bukan merupakan
perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHM Perdata, yang
dikemukakan oleh Sluijter dan Mariam Darusbadrulzaman, Pandangan ini
melibat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak, Substansi
kontrak itn dibuat oleh pengusaha secara sepihak sehingga substansi kontrak
tersebut bukan merupakan kontrak, fetapt undang-undang swasiz vang
diberiakukan bagi kontraktor.

Pendapat kedua adalgh yang dikemukakan oleh Hondius, yang menitik
beratkan kekuatan mengikat perjagjian baku karena kebiasaan yang berlaku

dalam masyarakat.

. Menerbitkan Peraturan Menteri Kevangan yvang memberikan Fasilitas
PPN DTP dengan bentuk kerangka afan memberikan fasilitas bentuk

tain untuk PPN atas imper barang-barang kebutuhan migas,

2.1, Menerbitkan Perataran Menteri Keuangan yang memberikan
fasilitas PPN DTP dengan bentok kerangka

Alternatif ini dapat ditempuh dengan mepgganti PMIC 1787 2007
menjadi Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan fastiitas PPN
OTP scpanjang terdapat “papu pembiayaan dalam APBN Tahen
bersangicutan. Meskipun dan segt konstruke! maupun bentul fasilitasnya
seienis dengan PEMK 1782007, namun demikian Peraturan Menteri
Keuangan ini fidak memeriukan penerbitan alau pengpantian setiap
tahun anggaran, tmeogingat’ PeraturapoMenteri Keuangan ini akan
berlaku efektif sepanjang terdapat pagu pembiayaan dalam APBN tahun

bersangkutan.

Kelemahan darl Peraturan Menteri Keuangan ini adalah bahwa
Peraturan Menteri Keuangan hanya bersifal mekanisme dan tidak
mempunyai landasan hukom. Dalam hal ini, penulls memandang
Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai suatu kerangka yang akan terisi

nilai PPN DTP-nya saat pagu pembiayaannya tersedia dalam APBN,
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2.2, Menerbitkan Skema Fasilitas lain untuk PPN atas Impor Barang-
harang Kebutuhan Migas

Pada prinsipnya fasilitas di dalam Undang-Undang Nomeor 8 Tahun
1983 ientang Pajak Perfambahan Nilai Barang dan Jasa dee Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN),
khususnya yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 168 terdapat 2 {dua)

macam, yaifu:

1. pajak terutang tidak dipnngul;
2. dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan unnuk kegiatan-
kegiatan tertentu,”’

Seat inl, pemberian fasilitas PPN _tidak dipungut cenderung
diberikan untuk kegiatan yang berorientasi ckspor, sedangkan untuk
kegiatan di lwar ekspor pemberian  fasilitasnya  dalam  bentuk
pembenasan.

Alternatif pemberian fesilites PPN dengan skema lain ditempuh
dengan menetapkan barang-barang impor kebutuhan Migas sebagai
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan/dari
pengenaan PPN, Pemberian kebilaken imi adalah mendasarkan pada
ketentuan Pasal 16R hunf 3 UU PPN, yang menvatakan sebagai berikut:

Dengan Peraturan Pemerintaly dapat ditctapkan babwa pajak terutang
tidak dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :

a. kegiatan di kawssan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah

Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak terfentu atau penyerahan Jasa Kena
Pajak ertentu;

¢. impor Barang Kena Pajak terientu;

* Lukmen Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Pafak Perrambahan Nilei. Iakara: PT
Grasindo: 2008, hal 64,
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a. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean;

b. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerab Pabean,

Kemudahan perpajskan yang distur dalam 16B huruf } diberikan terbatas untuk
mendorong pembangunan nasional dengan membaniu tersedianya barang-barang yang

bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan DPR-RL

Kelemahan dari fasilitas dni adalsh perlunya wakic vang cukup lama untuk
melakukan penyusunsunya mengingal perfu dikonsultasikan terlebth dabulu dengan
DPR-RI. Disamping ilu adanya bentuk konsekwensi dari fasilifas “pembebasan”™ yaitu
bahwa Pajak Masukan yvang dibaysr untuk perclehan Barang Kena Pajak dan atau
peroiehan Jasa Kena Pajak yvang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambzhan Milal, tidak dapat dikreditican.

Meskipun demikian, konsekwensi tersebut baru akan berdampak dalam hal
barang-barang kebutuhan migas terssbut perolehannya adalah melatul penyverahan
dalam regeri. Darl aspek kepastian hukum, fasilitas barang strategis ini lebih

memberikan kepastiazn bagi kontraktor.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembabasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

I

Dari aspek perpajakan, meskipun Pemerintah telah menebitkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Ditenggung Pemeriniah‘atas Impar Barang untuk FKegiatan Usaha
Eksplorasi Hulu Minyak dan Ges Bumi serta Panss Bumi, namun bagi para
kontraktor di bidang migas kebijakan rersebut dirasakan belum dapat
menjamin pemberian fasilitas sesuai dengan jangka waktn kontrak yang telzh
ditandatangani. Sedangkan dari aspek kepabeanan (bea masuk), penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan Nomar 177/PMK.011/2007 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor [179/PME 01172007 f{enfang telah cukup
memberikan insentif bagi investor atan konteaktor.
Perlakuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kenangan
Nomeor 178/PMK.011/2007 belum cukup memberikan kepastian hukum bagi
kegiatan usaha di bidang usshe minvak den ga8 bumi, mengingat Peraturan
Mentent Keuangan Nomeor 178/PMK.G11/2007 berlaku untuk jangks waktu 1
(satu) tahuny semantara ita konkek production sharirg berlaku untuk jangka
waktu 30 (tiga pulub) tahunan, Dalam hal Pemerintah akanietap memberikan
fasilitas terscbut, maka Pemerintah perlu memperbarei Peraturan Menterd
Keovangan terscbul secara terus-menenis setiap tahun hingga berakhirnya
kontrak. Hal ini jelas akan berdampak kepada kurang memberikan kepastian
hukum bapi penawaran wilayah kerja pertambangan baru yang dilakukan
setiap tahun oleh Pernerintah kepada para kontrakior.
Terdapat beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan
{PPN impor) <1 bidang migas setelah berlakunya UL Migas, vaitu sebagai
herikut:
a. Melakekan amandemen atau perubahan terhadap kontrak-kontrak yang
ditandatangani setelah berlakunya UU Migss, umuk menyelaraskan
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dengan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1)
UL Migas;

b. Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan fasilitas PPN
DTP dengan bentuk kerangka atau memberikan fasilitas bentuk lain untuk
PPN atas impor barang-barang kebutuhan migas.

4. Pgjak Ditanggung oleh Pemerintah (Pajak DTP) pada satu sisi dicatat sebagai
bagian atau tambahan pada penerimaan perpajakan sedangkan pada sisi
pengeluaran, dicatat sebagai tambahan pengelvaran dalam bentuk subsidi
pajak {lax expenditure), sehingpa pada dasaraya tidak terdapal penerimaan il
pada APBN, [Dalam ‘rangka lebih meningkatkan kepastian hukum bagi
investor di’ bidang migas, kebijakan Pajak DTP perlu ditinjau kembali, antara
lain dengan pertimbangan untuk menyelaraskan jangka wakiu kebijskan
dengan jangka wakfu berfakunyz kontrak di bidang migas.

5.2 SARAN
Dari kesimpulan yang dipergleh di atas, maka penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Badan Peiaksana Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku pembuat kontrak dan bertindak sebagai badan publik yang berupa
badan huktm perdata, perdu teriebih dabelu memahami ketentuan-ketentvan
terkait aniara lain ketentuan di bidang perpajakan dan kepabeanas, kehutanan,
lingkunan hidup _dan lain sebagaimanys sehingga penyusunanckontrak di
bidang migas lebih selaras dengan UU Migas dan peratutan perundangan lain
yang terkail/ Hal tersebut dengan maksud agar nanfinya dalem pelaksanaan
kontrak dimaksud, tidak terdapat hambatan yang memcrlukan intervenst
Pemerintah sebagal peémegang kekuasaan publik untuk menyelesaikan
permasalaban dimaksud.

2. Mengingat kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup
orang banyak, beriangka wakiu lama, dan berpengaruh pada keuangan negara
dalam jangka panjang, Pemerintah perfu membentuk svatu tim yang solid
{bersifat ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan unit-unit ferkait
guna mengkaiji secara komprehensif (baik dari aspek penerirnaan migas, pajak,

kehutanan, lingkungan hidup dan scbagainya) kebijakan di bidang usaha
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migas dalam rangka menyusun kontrak baku di bidang migas dengan tetap
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kebijakan ekonomi yang akan ditempub;

b. kepastian hukum serta memberikan profit bagi negara; dan

¢. mengrik bagi investor.
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I
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